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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah
SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-
Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja
(LKj) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020
dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun
2020

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup

Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas
kinerja pada tahun ketiga dalam masa Dokumen Perencanaan Strategis Renstra Dinas
Lingkungan Hidup Tahun 2018.-2023 LK Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana
Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA
Tahun 2018-2023).

LK) Dinas Lingkungan Hidup disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Dinas Lingkungan
Hidup Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan
akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Komitmen dalam penyusunan LK Dinas Lingkungan Hidup, bertujuan memberikan
informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan

bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan,
Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovas dalam skema
reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti :
latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di
Dinas Lingkungan Hidup Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
menggambarkan vis, mis, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek
akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap
indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2020, termasuk atas

analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.



Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari Tiga Sasaran dan
empat indikator kinerja utama, terdapat 3 indikator yang telah memenuhi target yang
ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai.
Analisa dan evaluas atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai
pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good
governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Lingkungan
Hidup Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluas agar kinerja
kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan,
pengorgani sasian, mang emen keuangan maupun koordinasi pel aksanaannya.

Watampone Februari 2021

KepalaDinas

A.SYAHRUL SAMSU, SE.M.Si
Pangkat ; Pembina Utama Muda
Nip : 19630702 199303 1 005
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1LATAR BELAKANG

Daam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya
guna, berhasil guna, bersh dan bertanggungjawab, maka perlu adanya
pelaporan akuntabilitas kinerja instanss pemerintah untuk mengetahui
kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dalam penyelenggaraan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka
membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur.Untuk mewujudkan
pembangunan good gover nance,kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan
pemerintahan yang berorientas pada hasil (result oriented government).Sistem
mangjemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas
sekaligus peningkatan kinerja yang berorientas pada hasil(outcome).Dalam
rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan
dan penergpan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur
sehingga penyelenggaraan  pemerintahan dan  pembangunan  dapat
berlangsung secara berdaya guna danberhasil guna.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI
Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolus dan
Nepotisme serta PP Nomorl08 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah,maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka mis
utama dari kedua undang- undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan
kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas
pengel olaan managjemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan
pelayanan kepada masyarakat. Serta berdasarkan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja
merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.Hal

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah



pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran Kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Bone diwgjiibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instanss Pemerintah
(LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun
2020 dimaksudkan sebagai wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas
penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai
dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan
LKjIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen
pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sgjauh mana keberhasilan
pel aksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone sebagai instansi Pemerintah
juga memiliki kewsgjiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instans
Pemerintah(LK|IP) kepada Bupati Bone. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2020 merupakan perwujudan kewgjiban Dinas Lingkungan
Hidup untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai
misi organisas secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan disusun pada periode Tahun
2018-2023. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga bertujuan sebagai upaya
perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk
meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka
pertanggung jawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaant ugas-tugas
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dipandang perlu menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan dan
kebijakan yang berlaku.

LKjIP ini merupakan bentuk formal pertanggung jawaban Dinas
Lingkungan Hidup dalam mencapai misi dan tujuan organisasi yang bermanfaat
untuk :

a. Mewujudkan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup.

b. Mewujudkan pemulihan dan pelestarian sumberdaya aam dan
lingkungan hidup.

c. Meningkatkan ketersediaan informas dan kapasitas masyarakat dalam
pengel olaan lingkungan hidup.

d. Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

s, O LKjIP DLH 2019
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e. Meningkatkan  pelayanan  kesekretariatan dalam  menunjang

pembangunan lingkungan hidup.

MAKSUD DAN TUJUAN

LK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone merupakan salah satu
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah
selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi aat kendali untuk
mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone merupakan proses untuk
menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang
kerberhasilan dan kegagalan pencapain tujuan dan sasaran yang selanjutnya
dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan,
permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk
perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
Dengan pendekatan ini, LK) sebaga proses evaluas menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari  perbaikan yang berkelanjutan di  pemerintah  untuk
meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.
GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 TUGASPOKOK DAN FUNGSI DINASLINGKUNGAN HIDUP
TugasPokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten
Bone no 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bone
no 6 tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (
Lembaran daerah kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, tambahan lembaran
daerah kabupaten Bone Nomor 3.

Peraturan Bupati Bone nomor 72 tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan

organisas tugas dan fungs sertatata kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan tugas
pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dipimpin
seorang Kepala Dinas dibantu seorang Sekretaris, Empat orang Kepala Bidang,
tiga orang Kepaa Sub Bagian dan Dua Belas orang Kepala Seks dengan tugas
dan fungsi masing-masing sebagai berikut:



1. KepalaDinasLingkungan Hidup

Tugas:

Membantu Bupati dalam merencanakan, mel aksanakan,
mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan. Fungsi
penyelenggaraan kegiatan bidang lingkungan hidup daerah sesuai peraturan

perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup daerah;

2. Pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
lingkungan hidup daerah kepada masyarakat;

3. Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan lingkungan hidup kepada
kabupaten/kota dan mitra di bidang lingkungan hidup;

4. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas (uptd);

5. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;

6. Penyampaian laporan hasil evaluas saran dan pertimbangan di bidang
tugas dan fungsinya kepada bupati; dan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan

fungsinya.

2. Sekretaris
Tugas:

Membantu Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan
sebagian tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi
tanggungjawab kedinasan.

Fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran belanja Dinas
Lingkungan Hidup;

2. Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Lingkungan Hidup dan
memberikan pelayanan adminsitrasi kepada bidang-bidang lain dinas
lingkungan hidup;

3. Penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah
di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan administrasi, umum,
keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

4. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-
undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan
dengan masyarakat;

s, O LKjIP DLH 2019



5. Penyusunan data, evaluas dan penyiapan laporan pelaksanaan
program kerja kepada kepal a dinas;

Pel aksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;

Penyel enggaraan pengel olaan naskah dinas dan kearsipan;

Pel aksanaan pembinaan staf; dan

© © N &

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait

tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan,
penyusunan, monitoring, membuat |aporan dan evaluasi program
kerja;

2. Melaksanakan fasilitass dan penyelarasan program  dan
penganggaran di lingkungan dinas lingkungan hidup;

M el aksanakan dan mengembangkan sistem informasi lingkungan;

4. Meéeaksanakan sosialisasi program di lingkungan dinas lingkungan
hidup;

5. Melaksanakan peyusunan laporan tahunan, laporan bulanan, laporan
pertanggungjawaban dan |aporan kinerja;

6. Melaksanakan penyusunan laporan standar pelayanan minimal
(spm);

7.  Menyiapkan rencana umum pengadaan;

8. Membuat rencana kerjatahunan; dan

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris terkait

tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

1. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan
pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan
keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan
penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat |aporan
pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

2. mengidentifikass dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan
dinas;

3. mengatur dan menjalankan adminsitrasi keuangan sesuai pedoman
akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;



mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan,

5. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku yang berlaku;

membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana
dan realisas) secaraberkala;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan

pel aksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1

melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-

menyurat, naskah dinas dan pengel olaan kearsipan;

2. menyusun rencanaformasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;

menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan,
komunikasi dan informasi serta penyiapan rapat-rapat dinas,

membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuiti,
pensiun, pemberhentian, izin belgar, kartu pegawai, kartu askes dan
pembinaan karir pegawai;

melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan latihan;
melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung
kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;

menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;

mel aksanakan pembinaan staf; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait

tugasnya.

3. Bidang TataLingkungan

(1) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan

2

mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan inventarisasi
data dan RPPLH, kagjian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan kajian

dampak lingkungan hidup.

Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1)
2)
3)
4)

Inventarisas data dan informasi sumber daya alam;
Penyusunan dokumen rpplh;
Koordinas dan sinkronisasi pemuatan rpplh dalam rpjp dan rpjm;

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rpplh;

LKjIP DLH 2019



5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

6) Koordinas penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya
tampung lingkungan;

7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (pdb dan pdrb hijau,
mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

8) Sinkronisasi rlplh nasional, pulauw/kepul auan dan ekoregion;

9) Penyusunan nsdadan Ih;

10) Penyusunan status lingkungan hidup;

11) Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;

12) Sosidisas kepada pemangku kepentingan tentang rpplh;

13) Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis provinsi;

14) Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis,

15) Fasilitas keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan klhs;

16) Fasilitas pembinaan penyelenggaraan kihs;

17) Pemantauan dan evaluas kihs;

18) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup (amdal, ukl-upl, izin lingkungan, audit Ih,
analisisresiko Ih);

19) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (amdal dan ukl-upl);

20) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan
(komisi penilai, tim pakar dan konsutan);

21) Pelaksanaan prosesizin lingkungan;

22) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;

23) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;

24) Pelaksanaan pemanfaatan secaralestari sumber daya alam;

25) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;

26) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

27) Pelaksanaan inventarisasi grk dan penyusunan profil emisi grk;

28) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

29) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan
berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

30) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman
hayati;

31) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

32) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan  database
keanekaragaman hayati; dan

33) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas

dan fungsinya.



Seks Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dipimpin oleh Kepala Seksi
Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai tugas :

1) Inventarisasi datainformasi sumber daya aam;

2) Menyusunan dokumen rpplh;

3) Mengkoordinasi dan sinkronisasi pemuatan rpplh dalam rpjp dan
rpim;

4) Mantauan dan evaluasi pelaksanaan rpplh;

5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

6) Menyusun tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup;

7) Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (pdb dan pdrb hijau,
mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

8) Sinkronisasi rlplh nasional, pulauw/kepulauan dan ekoregion;

9) Menyusun nsdadan Ih;

10) Menyusun status lingkungan hidup;

11) Menyusun indeks kualitas lingkungan hidup;

12) Sosidisas kepada pemangku kepentingan tentang rpplh;

13) Menyusun kajian lingkungan hidup strategis provinsi;

14) Menyusun kajian lingkungan hidup strategis,

15) Fasilitas keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan klhs;

16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kihs;

17) Memantau dan mengevaluasi klhs; dan

18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang tata

lingkungan terkait tugasnya.

Seks Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seks Kajian
Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

1) Melaksanakan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin
lingkungan, Audit LH, Analisisresiko LH);

2) Menilai dokumen lingkungan (Amdal dan UKL/UPL);

3) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan
(komisi penilal, tim pakar dan konsultan);

4) Melaksanakan prosesizin lingkungan; dan

5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata

Lingkungan terkait tugasnya.
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Seks Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala seks
pemeliharaan lingkungan hidup mempunyai tugas :
1) Melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
2) Meéaksanakan pengawetan sumber daya alam;
3) Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
4) Melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
5) Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
6) Melaksanakan inventarisasi grk dan penyusunan profil emisi grk;
7) Merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
8) Melaksanakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan  dan
pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
9) Memantau dan mengawas pelaksanaan konservasi keanekaragaman
hayati;
10) Menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
11) Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan data base
keanekaragaman hayati; dan
12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang tata
lingkungan terkait tugasnya.

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

)

2

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh kepala bidang

pengelolaan sampah dan limbah B3 mempunya tugas dalam penyusunan

kebijakan perencanaan pengelolaan sampah daerah dan pengelolaan limbah

B3.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan informasi pengel olaan sampah tingkat kabupaten/kota;

2) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk
setiap kurun waktu tertentu;

3) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;

4) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;

5) Pembinaan penggunaan bahan baku produks dan kemasan yang mampu
diurai oleh proses alam;

6) Pembinaan pendaur ulangan sampah;

7) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan
produk;

8) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;



9) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan
akhir sampah;
10) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
11) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengel olaan sampah;
12) Penetapan lokas tempat tps, tpst dan tpa sampah;
13) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem
pembuangan open dumping;

14) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengel olaan sampah;

15) Pemberian kompensas dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir
sampah;

16) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan
badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan
sampah;

17) Pengembangan investasi dalam usaha pengel olaan sampah;

18) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan
sampah dan pemrosesan akhir sampah yang disel enggarakan oleh swasta;

19) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan
pemrosesan akhir sampah yang disel enggarakan oleh swasta;

20) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan
sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

21) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

22) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara
limbah b3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam
satu daerah kabupaten/kota;

23) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah b3 dalam satu
daerah kabupaten/kota;

24) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara
limbah b3 dalam satu daerah kabupaten/kota;

25) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah
b3 (pengauan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu
daerah kabupaten/kota;

26) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah b3;

27) Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah b3 menggunakan aat
angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;

28) Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah b3 dilakukan dalam satu
daerah kabupaten/kota;

29) Pelaksanaan perizinan penguburan l[imbah b3 medis;
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30)

31)

Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan,
pengangkutan dan penimbunan limbah b3; dan
Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait

tugas dan fungsinya.

Seks Pengurangan Sampah dipimpin oleh kepala seksi pengurangan

sampah mempunyai tugas :

a. Menyusun informasi pengelolaan tingkat kabupaten/kota;

b.

Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah
untuk setiap kurun waktu tertentu;

Merumuskan kebijakan pengurangan sampah;

Melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada
produsen/industri;

Melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan
kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;

M el aksanakan pembinaan pendaur ulangan sampah;

Menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;

Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan

produk; dan

. Mélaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

pengel olaan sampah dan limbah b3 terkait tugasnya.

Seks Penanganan Sampah dipimpin oleh kepala seksi penanganan sampah

mempunyai tugas :

a. Merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;

b.

Melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan
pemrosesan akhir sampah;

Menyediakan penyediaan sarpras penanganan sampah;

Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan
sampah;

Menyusun rencana penetapan lokasi tempat tps, tpst dan tpa sampah;
Mengawas tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open
dumping;

Menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan
sampah;

Melaksanakan pemilahan dan pengumpulan sampah skala
kabupaten/kota;

. Mélaksanakan pengangkutan sampah ke tempat pengolahan dan

tpaltpst;



Seksi

a

>

. Melakukan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan

pemrosesan akhir sampah;
Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan
dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan

pengel olaan sampah;

. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

.Menyusun kebijaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh
swasta;

Melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah
dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
dan

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan
sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
pengel olaan sampah dan limbah b3 terkait tugasnya.

Limbah B3 dipimpin oleh kepala seksi limbah B3 mempunyai tugas :
Merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara
limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan)
dalam satu daerah kabupaten/ kota;

Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam
satu daerah kabupaten/kota;

Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara
limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;

Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan
limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan)
dalam satu daerah kabupaten/kota;

Melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;

Melaksanakan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat
angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
Melaksanakan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu
daerah kabupaten/kota;

M el aksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis;

. Memantau dan mengawasi pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan

dan penimbunan limbah B3; dan
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J.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengel olaan Sampah dan Limbah B3 terkait tugasnya.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan K erusakan Lingkungan Hidup

(1)

(2)

-~ o Q0 T o

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
dipimpin oleh kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengendalian, pencemaran dan pemeliharaan kualitas lingkungan serta
melakukan analisa dan evaluas penyuluhan dalam rangka peningkatan
peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemantauan dan pemulihan
kualitas lingkungan.
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
daam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyel enggarakan fungs :

pel aksanaan pemantauan kualitas air;

pel aksanaan pemantauan kualitas udara;

pel aksanaan pemantauan kualitas tanah;

pel aksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;

penentuan baku mutu lingkungan;

penyigpan  sarpras  pemantauan  lingkungan  (laboratorium

lingkungan);

pel aksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,

pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non

institusi;

pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi,

rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan noninstitusi;

penentuan baku mutu sumber pencemar;

pengembangan sistem informas kondisi, potensi dampak dan

pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan

hidup kepada masyarakat;

penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar

institusi dan non institusi;

pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non

institusi;



n. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluas
sumber pencemar institusi dan non institusi;

0. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

p. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian
serta penghentian) kerusakan lingkungan;

r. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan
restorasi) kerusakan lingkungan; dan

s. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait

tugas dan fungsinya.

Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh kepala Seksi Pemantauan
Lingkungan mempunyai  tugas:
Melaksanakan pemantauan kualitas air;

. Melaksanakan pemantauan kualitas udara;

a

b

c. Melaksanakan pemantauan kualitas tanah;

d. Melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut;

e. Menentukan baku mutu lingkungan; dan

f. Menyigpkan sarpras pemantauan lingkungan  (laboratorium
lingkungan); dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkait

tugasnya.

Seksi Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh kepala seksi pencemaran

lingkungan mempunyai tugas:

a. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institus dan non
institusi;

b. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,
pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non
institusi;

c. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi,
rehabilitasi dan retorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

d. menentukan baku mutu sumber pencemar;

e. mengembangkan sistem informas kondisi, potensi dampak dan
pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan

hidup kepada masyarakat;
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f. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institus
dan non institusi;

0. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non
institusi;

h. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi
sumber pencemar institusi dan non institusi; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait

tugasnya.

Seksi Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh kepala seks kerusakan

lingkungan mempunyai tugas :

a. Menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;

b. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;

c. Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian
serta penghentian) kerusakan lingkungan;

d. Meaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitas dan
restorasi) kerusakan lingkungan; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup terkait

tugasnya.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

(1)Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
dipimpin oleh kepala bidang penataan dan peningkatan kapasitas
lingkungan hidup mempunyal tugas pokok membantu Kepala Dinas
Lingkungan Hidup merumuskan kebijakan dan melakukan pembinaan
dan pengawasan LH untuk peningkatan kapasitas LH.

(2)Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1) penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan
penyelesaian pengaduan masyarakat;

2) fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak
sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

3) pelaksanaan penelaahan dan verifikas atas pengaduan;

4) penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;

5) pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil
tindak lanjut pengaduan;



6) penyelesaian sengketa lingkungan balk di luar pengadilan maupun
melalui pengadilan;

7) sosiadlisas tata cara pengaduan;

8) pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan msyarakat
atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;

9) penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan
yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan
l[ingkungan;

10) Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penerima Izin Lingkungan Dan

Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan;

11) Pelaksanaan Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi
Penerima lzin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan;

12) Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Petugas Pengawas
Lingkungan Hidup;

13) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum
lingkungan;

14) Pelaksanaan Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

15) Pelaksanaan Penyidikan Perkara Pelanggaran Lingkungan Hidup;

16) Penanganan Barang Bukti Dan Penanganan Hukum Pidana Secara
Terpadu;

17) Penyusunan Kebijakan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum
Adat, Kearifan Loka Atau Pengetahuan Tradisiona Dan Hak
Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Dan Hak Mha Terkait
Dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

18) ldentifikasi, Verifikas Dan Validas Serta Penetapan Pengakuan
Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Loka Atau
Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kearifan Lokal Atau Pengetahuan
Tradisionad Dan Hak Mha Terkait Dengan Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

19) Penetapan Tanah Ulayat Yang Merupakan Keberadaan Mha,
Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kearifan
Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Dan Hak Mha Terkait Dengan
Perlindungan Dan Pengel olaan Lingkungan hidup;

20) Pelaksanaan Komunikasi Dialogis Dengan MHA;

21) Pembentukan Panitia Pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
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22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

40)

Penyusunan Data Dan Informasi Profil MHA, Kearifan Lokal Atau
Pengetahuan Tradisional Terkait Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas MHA, Kearifan Lokal
Atau Pengetahuan Tradisional Terkait PPLH;

Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan, Pengembangan Dan
Pendampingan Terhadap MHA, Kearifan Lokal Atau Pengetahuan
Tradisional Terkait PPLH;

Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Dan Pemberdayaan MHA, Kearifan
Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Terkait PPLH;

Penyigpan Model Peningkatan Kapasitas Dan Peningkatan
Kerjasama MHA, Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisiona
Terkait PPLH;

Penyigpan Sarpras Peningkatan Kapasitas Dan Peningkatan
Kerjasama MHA, Kearifan Lokal atau pengetahuan tradisional terkait
PPLH;

Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;

Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH,;

Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;

Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

Pengembangan kel embagaan kelompok masyarakat peduli LH;
Pelaksanaan identifikas kebutuhan diklat dan penyuluhan;

Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;

Pengembangan jenis penghargaan LH;

Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;

Pel aksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;

Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan
nasional; dan

Melaksanakan fungs lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait
tugas dan fungsinya.

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dipimpin

oleh kepala seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan

mempunyai tugas :

a. Menyusun kebijakan tentang cara pelayanan pengaduan dan

penyel esaian pengaduan msyarakat;



b. Memfasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang
tidak sesual dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

c. Melaksanakan penelaahan dan verifikas atas pengaduan;

d. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;

e. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil
tindak lanjut pengaduan;

f. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun
melalui pengadilan;

g. Mensosialisasikan tata cara pengaduan;

h. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat
atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penataan
dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup terkait tugasnya.

Seks Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh kepala seksi

penegakan hukum lingkungan mempunyai tugas :

a. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan
yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan
l[ingkungan;

b. Melaksanakan pengawasan terhadap penerimaizin lingkungan danizin
perlindungan dan pengel olaan lingkungan;

c. Meaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi
penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan;

d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas
lingkungan hidup;

e. Membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;

f. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan
pengelolaan |h;

g. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penataan
dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup terkait tugasnya.

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala
seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup mempunyai tugas:
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Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan
dan pengel olaan lingkungan hidup;

Melaksanakan identifikasi, memverifikasi dan validas serta penetapan
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak kearifan loka atau pengetahuan
tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

Menyusun penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan
dan pengel olaan lingkungan hidup;

Melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;

Membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;

Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait PPLH;

. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan

pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait PPLH;

. Méelaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
Menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

. Mengembangkan materi diklat dan penyuluhan LH,;
. Mengembangkan metode diklat dan penyuluhan LH;

Melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;

Meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
Pengembangan kel embagaan kelompok masyarakat peduli LH;
Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
Menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
Mengembangkan jenis penghargaan LH;

Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;



u. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;

v. Membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;

w. Mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan
nasional; dan

X. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan
dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait tugasnya.
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a.  Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup memiliki susunan orgnaisasi sebagai berikut

Gambar 1. Struktur Organisasi DLH




Susunan kepegawaian dan jumlah personil di Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :
Jumlah pegawai sebanyak 58 Orang

Berdasakan Pendidikan

- R 12 Orang 6 Laki-Laki, 6 Perempuan
- Sl 24 Orang 10 laki-laki, 14 Perempuan

- SLTA sedergjat 13 Orang 10 Laki-laki, 3 Perempuan

-  SLTP sedergjat 6 Orang 6 Laki-laki
- SD 3 orang. 3 Laki-laki
16
14

12
10

M Laki Laki

I B Perempuan
SMP SD

o N b~ OO

Strata2 Stratal SLTA

Berdasar kan Golongan

- Golongan IV 10 Orang 6 Laki-laki, 4 Perempuan
- Golongan Il 28 Orang 11 Laki-laki, 17 Perempuan
- Golongan 11 16 Orang 13 Laki-laki, 3 Perempuan

- Golongan | 4 Orang 4 Laki laki

18
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m Laki Laki

B Perempuan

o N b O

Golongan IV Golongan Ill Golongan lll Golongan |
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Pejabat Struktural

- Esdonll 1 Orang
- Esdonlll 5 Orang
- EsdonlV 11 Orang
- oaf 37 Orang
- Jumlah Pejabat fungsional 4 Orang
Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama 2 Orang

Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pratama 1 Orang

Teknik Penyehatan Lingkungan 1 Orang

ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam
Renja tahun 2020 adalah :

Indikator kinerja menjadi ukuran kinerja dalam rangka melakukan evaluasi terhadap

kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. Indikator kinerja Rencana

Kerja tahun 2019 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran rencana Strategis Dinas

Lingkungan hidup Kab Bone yang telah ditetapkan tidak terlepas dari Tugas, Pokok dan

Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone. Daftar indikator kinerja dan

target yang harus dicapa dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut :

¢ Adanya kesulitan dalam menyusun RPPLH karena RPPLH Provinsi Sulawesi
Selatan belum ada untuk dijadikan sebagai acuan/pedoman penyusunan;

¢+ Adanya kesulitan memperoleh data realisasi capaian SDG’s dalam lima tahun
terakhir;

¢ Mash terbatasnya kemampuan Laboratorium Lingkungan untuk memantau
seluruh sungai di Kabupaten Bone,

¢ Belum tersedianya peralatan sampling udara portable pada Laboratorium
Lingkungan DLH sehingga pengukuran kualitas udara masih bekerjasama dengan
Laboratorium Kesehatan Pemerintah Kota Makassar dan/atau bekerjasama
dengan Laboratorium Lingkungan DPLH Provinsi Sulawesi Selatan.

¢+ Belum adanya Pegjabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (Tenaga Fungsional)
sehingga pengawasan dil akukan oleh staf DLH yang belum bersertifikat PPPLH;

¢+ Sulitnya membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang
terkait dengan lingkungan;

¢  Terbatasnya kemampuan menangani sampah di seluruh wilayah kecamatan



karena kurangnya tenaga operasional, armada, dan anggaran operasional;

¢+ Mash terjadinya pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan dan sangat

potensial mencemari lingkungan, terutama pencemaran air tanah oleh Leachate

(air sampah yang dapat menyerap kedalam tanah).
Indikator kinerja DLH yang digunakan sebagai tolak ukur untuk memberikan gambaran

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup yang
dirumuskan dalam RPIJMD Kab Bone Tahun 2018-2023 terkait langsung pada sasaran
meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup, Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku
Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan. Sebagai penjabaran Tujuan dan Sasaran yang
ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, maka ada beberapa strategi dan arah
kebijakan yang diambil agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik yang pertama

yaitu

Strategi 1. Meningkatkan Tata Kelolainternal Dinas Lingkungan Hidup
Dengan arah kebijakan

1
2.
3.
4.

Akuntabilitasdan manaemen Kinerja;
Pengelolaan SDM
Praktek Profesional

Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana

Strategi 2. Meningkatkan tata kel ola pengel olaan Lingkungan
Dengan arah kebijakan

1
2.
3.

Mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Melakukan pemantauan dan pengukuran pencemaran udara

Meningkatkan Pengelolaan Persampahan

- Penyediaan saranadan prasarana persampahan

- Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan

- Pengembangan Teknologi pengolahan persampahan

- Melaksanakan pendampingan kelompok masyarakat dalam pengelolaan

sampah mandiri

Strategi 3. Meningkatkan Ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan 1klim,
Dengan arah kebijakan

1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
2. Peningkatan Ketahanan Masyarakat terhadap dampak perubahan iklim
3. Peningkatan Ketaatan pemrakarsa/pelaku usaha terhadap izin lingkungan
4. Menindak lanjuti aduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran
29 |,F ""r LKjIP DLH 2020

=

_"""'--__/



Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka ditetapkan 5 program utama yang
dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup kab Bone pada Renstra Tahun 2013-2018.

Adapun program tersebut adalah :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengel olaan Persampahan.

2. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan Hidup.

3. Program Perlindungan dan konservasi Sumber daya alam.

4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya alam dan
lingkungan hidup.

5. Program Peningkatan Pengendalian Polus

BAB ||



PERENCANAAN KINERJA

Daam rangka pelaporan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerjalnstansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas,alat, prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instans pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerjainstansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP
dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesual  dengan
penyelenggaraan SistemAkuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluas

pel aksanaan rencana pembangunan.
Gambar 2.1

Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP)

SISTEM
AKUNTABILITAS

KINERIA

31 |“4 LKjIPDLH 2020



2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2018-
2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPIMD)
Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan
yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD).

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2018 — 2023.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) membentuk sistem kerja
yang dimula dari fase perencanaan melalui dokumen RENSTRA yang dituangkan dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK), selanjutnya fase pengukuran
kinerja melalui penggunaan instrument IKU dan fase pelaporan yang diwujudkan dalam
dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah (LAKIP) serta fase evaluasi dan
pemanfaatan informasi kinerja sebagai materi umpan balik formulasi kebijakan.

Rencana Srategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023
merupakan dokumen perencanaan strategis yang memberikan arah kebijakan dan strategis
pembangunan Tahun 2018-2023, serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap
penyelenggara organisasi dalam dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam
melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesual visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi

yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

2.1.1. Vis dan Misi
Vids, Misi dan Program  Bupati dan Wakil Bupati terpilih dituangkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023

sebagai berikut :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Religius”,
“Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari
ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1 Masyarakat Bone yang Mandiri, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata
pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan
daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk
didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan
terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasamadengan daerah-daerah lain yang
saling menguntungkan.



2. Masyarakat Bone yang Berdaya Saing,dapat diartikan sebaga terwujudnya
kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi,
komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan
kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan

internasional .

3. Masyarakat Bone yang Sej ahter a,mengandung makna semakin meningkatnya kualitas
kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek
ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi
dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur
dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi di dalam dokumen RPIMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan
visi. Setiap rumusan mis ini memiliki keterkaitan dengan pokok vis tertentu yang didukung

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif limatahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang
tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan miss RPIMD Kabupaten Bone
2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korups,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan,
dan sosial dasar lainnya.

4. Mengoptimalkan akseleras pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan
perdesaan.

5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha
dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.

6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam
kemajemukan masyarakat.

2.1.2 Tujuan dan Indikator Kinerja
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun.Penetapan tujuan
dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu

utama Urusan Lingkungan Hidup

3 | a LKjIP DLH 2020

—



Tabel 2.1. Tujuan, Indikator, Kondisi Awal dan Target Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup

TARGET
TUJUAN INDIKATOR SATUAN KA?V':IIRILSI AKHIR
RENSTRA
Meningkatnya
Kualitas Indeks Kualitas Air ~ Nilal 50 60
Lingkungan
Hidup
Indeks Kualitas Nilai 70 80
Udara
Penghargaan - Sertifikat
Adipura Sertifikat i Adipura
Persentase
peningkatan
kelompok
berperan aktif dalam
dampak perubahan
iklim
Persentase
Perusahaan/usaha % 80 100
yang taat izin
lingkungan

2.1.3 Program untuk pencapaian sasaran
Berdasarkan penjabaran visi, misi, kepala daerah yang dituangkan kedalam
Tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Strategis



Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten bone Tahun 2018-2023, maka upaya

pencapainya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan

program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing
sasaran tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

SASARAN

Meningkatnya Indeks
kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya K esadaran dan
Perilaku Masyarakat dalam
Pengelolaan Lingkungan

PROGRAM PENDUKUNG

Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Pengendalian
Pencemaran/polusi

Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengembangan Kinerja
Pengel olaan Persampahan

Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya

Program pengendalian Pencemaran
daPerusakan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam

Pencapaian Tujuan Dinas Lingkungan Hidup ditempuh dengan dua sasaran.

Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup ada dua Yaitu Meningkatnya Indeks

kualitas Lingkungan Hidup yang didukung dengan 4 Program dan Sasaran Kedua

Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

juga didukung dengan 4 Program

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan

dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan

bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat
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sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program, kegiatan dan anggaran.
Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja Tahunan (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Dinas Lingkungan Hidup telah
menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

TARGET
SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN 2020

Meningkatnya
AkuntabilitasKinerja Predikat Evaluasi . B
Urusan Lingkungan Hidup  saKIP oleh APIP Nilai

Nilai Indeks Kualitas

Air Nilai S0
Meningkatnya Indeks Nilai Indeks Kualitas Nilai 0
kualitasLingkungan Hidup ~ Udara

Penghargaan Adipura - Sert_ifikat

Adipura

Persentase

peningkatan kelompok

masyarakat yang
Meningkatnya K esadaran berperan aktif dalam % 85
dan perilaku Masyar akat dampak perubahan
dalam pengelolaan iklim
lingkungan

Persentase

Perusahaan/_usaha % 85

yang taat 1zin

lingkungan

2.3INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam
mencapal tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai
penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan IKU



Tabel 2.5 1ku Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Perbup No 87 tanggal 13 November

2018 sebagai berikut:

INDIKATOR Penanagun
SASARAN |  KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN L
UTAMA JINEY
Meningkatnya | Nilai Indeks Nilai Relatif =Ci Bidang
Kualitas Kualitas Air Lij Pengendalia
Lingkungan n
Hidup Rumus Metode IP gence.mara”
[ an Be||d?ng
2 — 2 Pengelolaan
V(C/L)R r_ 4+ (C/L)M Persampahan
2
0<Plj<1,0 - Baik (memenuhi baku mutu)
10<Plj<50 - Cemar Ringan
50< Plj<10,0 -~ Cemar sedang
Plj=10,0 - Cemar Berat
Nilai Indeks
K ualitas Udara IKU =100 - [ 50/0.9 x (leu— 0.10]
Meningkatn | Persentase Bidang Tata
ya peran peningkatan Lingkungan
serta kelompok n-(n-1) x 100%
masyarakat | masyarakat (n-1)
dalam yang berperan o _
pengendalia | dalam dampak | n = realisas tahun berjalan
n dampak pengendalian n-1=realisas tahun lalu
perubahan | perubahan
iklim iklim
Meningkatn | Pembinaan dan Bidang
ya Pengawasan g;‘]aata”
kesadaran | terkait Peningkatan
. penanggung Jumlah ketaatan terhadap hukum lingkungan LH
perilaku : X 100%
jawab usaha A
masvarakat Jumlah Pelaku usaha yang dibinadan diawasi
sy dan/atau mengenai ketaatan hukum lingkungan
dalam kegiatan yang
pengelolaan | diawas
lingkungan | ketaatannya
terhadap
izin
lingkungan

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup maka jumlah

pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.

12.047.306.566,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja
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Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat
dilihat padatabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Lingkungan Hidup TA 2020

No Uraian Rencana %
(Rp)
1 BeanjaTidak Langsung 4.572.245.566 38
2 BelanjaLangsung 7.475.061.000 62
Jumlah 12.047.306.566 100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai
program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.7 Alokas Sasaran Pertama Tahun Anggaran 2020

Program Pelayanan Administras

Perkantoran 483.246.500 6,5%
K egiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
dayaair dan listrik 50.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 112.411.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 21.500.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam
dan Keluar Daerah 150.532.800
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 148.802.500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3 49
Apar atur 250.600.000 "*70
Meningkatnya Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 50.000.000
Akuntabilitas
nan Pengadaan Peralatan Gedung kantor
1 Kinerja Urusan 42.600.000
Li.ngkungan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 65.000.000
Hidup Pemeliharaan Rutin/berkala K endaraan
Dinas/operasional 88.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung
Kantor 5.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80.000.000 1,1%
Pengadaan pakaian dinas beserta 0
perlengkapannya
Pengadaan pakaian kerjalapangan 80.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 0.1%
Daya Apar atur 7.600.000 =70

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Bimbingan Tekhnis dan implementasi peraturan
perundang-undangan 7.600.000



Indikator )

Sasaran Program/kegiatan Anggaran Anggaran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 0.4%
pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 30.100.000 '
Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar
Resdlisasi Kinerja SKPD 30.100.000
Program Penunjang Pemerintahan Umum 15.525.200 0,2%
Penyusunan Rencana Perangkat Daerah 15.525.200

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 5
Kegiatan penunjang dengan anggaran sebesar Rp 483.246.500 dengan prosentase terbesar
anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Lingkungan
Hidup. Program dengan anggaran yang relatif besar adalah Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur yang didukung dengan lima kegiatan yaitu sebesar 3,4 % . Sementara itu,
program dengan anggaran yang relatif kecil adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur sebesar 0,1 % dari total anggaran belanja langsung pada sasaran pertama.

Anggaran Sasaran |

B Adm Perkantoran

B Peningkatan Sarpras

m Peningkatan Disiplin

M Peningkatan Kapasitas SDA

B Penunjang Umum

Tabel 2.8 Alokas Sasaran Kedua Tahun Anggaran 2020

Indikator )
Sasaran Anggaran

Program/kegiatan Anggaran

Program Pengendalian Pencemaran 0
| Indeks Kualitas ~ dan Kerusakan Lingkungan Hidup 104728000 1.4%
Air
‘ Pemantauan Kualitas Lingkungan 59.778.000
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Pengakajian Dampak Lingkungan 23.000.000

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 21.500.000
Pengembangan Produksi Ramah
Lingkungan
Progr'am Peningkatan Pengendalian 31.944.000 0.4%
Polusi

Indeks Kualitas

Udara .. . .
Pengujian Kadar Polusi dan Limbah 31.944.000
Padat dan Limbah Cair o
Program Pengendalian Pencemaran 0
dan Kerusakan Lingkungan Hidup 215.700000 2,9%
koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura  215.700.000
Program Pengembangan Kinerja 6090197000  81.7%
Pengelolaan Per sampahan

Penghargaan

Adipura

Penyediaan prasarana dan sarana

pengel ol aan persampahan 1.110.000.000

Peningkatan operasi dan pemeliharaan

4.980.197.000
prasarana dan sarana persampahan

Peningkatan peran serta masyarakat
dalam Pengel olaan Persampahan

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan Kegiatan Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan sebesar Rp 6.090.197.000 dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung
Indikator sasaran Penghargaan Adipura dengan besaran 81,7 %. Program dengan anggaran yang
relatif besar adalah juga untuk mendukung indikator sasaran penghargaan adipura yang
didukung dengan satu kegiatan koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura yaitu sebesar 2,9 % .
Sementara itu, program dengan anggaran yang relatif kecil adalah program peningkatan
pengendalian polusi sebesar 0,4 % dari total anggaran belanja langsung pada sasaran kedua.

Tabel 2.9 Alokasi Sasaran Ketiga Tahun Anggaran 2020



Per sentase
peningkatan
kelompok
masyar akat yang
ber peran aktif
dalam dampak
perubahan iklim

Per sentase
Perusahaan/Usaha
yang Taat 1zin
Lingkungan

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk Program Peningkatan kualitas dan akses Informasi
dengan dua kegiatan menggunakan anggaran sebesar Rp 53.858.800 dengan prosentase terbesar
anggaran untuk mendukung sasaran Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang berperan
aktif dalam dampak perubahan iklim dengan besaran 0,7 %. Program lain dengan anggaran yang
relatif besar adalah Program perlindungan dan konservasi yang didukung dengan dua kegiatan
yaitu sebesar 0,6 % . Sementara itu, program dengan anggaran yang relatif kecil adalah Program
Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup sebesar 0.3 % dari total anggaran

Program Perlindungan dan K onservasi
Sumber daya Alam

Pengendalian dampak perubahan 1klim
Program Peningkatan Kualitas dan
aksesinformasi sumber daya alam dan
lingkungan Hidup

Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkungan

Pengembangan data dan informasi
lingkungan

Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengawasan Pel aksanaan K ebijakan
Bidang Lingkungan Hidup

Monitoring Evaluas dan Pelaporan

Program Perlindungan dan K onservasi
Sumber daya Alam

Peningkatan peran serta masyarakat
dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

belanjalangsung pada sasaran ketigaini.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,badan hukum

atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam

BAB |11
AKUNTABILITASKINERJA

47.138.000

47.138.000

53.858.800

40.820.000

13.038.800

26.000.000

26.000.000
18.917.500

19.560.000

19.956.000
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0,7%

0,3%

0,3%



melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagal dasar untuk penelitian keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud. Pengukuran
yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan
pada kelompok ndikator Kinerja berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai keputusan Kepala Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati
Bone nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone
dalam rangka penyelengaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2020 diukur
berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Dinas
Lingkungan Hidup pada tahun 2020 dan berdasarkan IKU 2018-2023

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang
ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja Pengukuran pencapaian target kinerja
dilakukan dengan cara:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerjatahun 2020;
2. Membandingkan realisasi kinerjatahun 2020 dengan realisasi Tahun Sebelumnya
3. Membandingkan realisasi kinerjatahun 2020 dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yaitu tahun 2013-2018;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Tingkat efisiensi menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai capaian
kinerja sasaran.Andisis €fisiensi bertujuan untuk mengukur seberapa efisien
penggunaan anggaran dalam mencapa kinerja sasaran.Semakin sedikit input
(anggaran) yang dikeluarkan untuk mencapai output (kinerja) maka tingkat efisiensi
semakin tinggi.Sementara semakin banyak input yang dikeluarkan untuk mencapai
kinerja sasaran makatingkat efisiensi semakin rendah.
Dalam mengukur capaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020,
didasarkan pada ketentuan sebagal berikut:



1. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%.
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja
sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar
100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang
mencapal kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0;

2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja
adalah:

Realisas

Capaian Indikator Kinerja = x 100%

Target
3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan
dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran

4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal

sebagai berikut:
>100 = Baik Sekali
- 76 5d 100 = Bak
566 gd <75 = Cukup
-5 51 5/d <65 = Kurang
. <<50 = Sangat Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja
untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapal atau tidak

tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka peningkatan kinerja dan lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja
pemerintah, maka perlu mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran yang tertuang
pada Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. Iku Dinas
Lingkungan Hidup Kab. Bone digunakan sebagai ukuran keberhasilan Dinas Lingkungan
Hidup dalam melaksankan tugas dan fungsinya. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk
mencapai Tujuan Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 3 sasaran strategis dengan 4 indikator
kinerja utama dan 6 indikator kinerja sasaran.

Sasaran
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
4. Meningkatnya Indeks kualitas Lingkungan Hidup
5. Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan
13 ¥ LKjIP DLH 2020



Indikator Kinerja Sasaran

1 Predikat Evaluasi Sakip oleh Apip

2 Nilai Indeks Kualitas Air

3 Nilal Indeks Kualitas Udara

4. Penghargaan Adipura

5 Persentase Peningkatan Kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam

dampak perubahan Iklim

6. Persentase Perusahaan/Usaha yang taat izin lingkungan.
Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja
masing-masing indikator kinerjadiuraikan padatabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

Sasaran Indikator Target Realisas Capaian
Meningkatnya Predikat Evaluasi
Akuntabilitas Sakip oleh Apip B B 100 %

KinerjaUrusan
Lingkungan Hidup

Meningkatnya Nila Indeks 52 50 96
Indeks kualitas Kualitas Air °
Lingkungan Hidup
Nilal Indeks 0
Kualitas Udara 0 73,86 109 %
Penghargaan Sertifikat ] £0%
Adipura Adipura
Meningkatnya Persentase
kesadaran dan Eeelnl ngkatkan
perilaku ompo . . ,
masyar akat dalam masyarakat yang 85 % 92 % 108 %
berperan aktif dalam
pengelolaan q
; lampak perubahan
lingkungan IKlim
Persentase
Perusahaan/Usaha 85 % 93 % 109 %
yang taat 1zin
lingkungan

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat capaian Indikator Kinerja Utama dari 6
Indikator ada satu indikator yang tidak memenuhi target yaitu penghargaan adipura, ha ini
disebabkan adanya pandemic covid 19 pada tahun ini sehingga Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan memutuskan untuk tidak melakukan Penilaian pada tahun ini.

Nilai Indeks Kualitas Air diperoleh dari hasil laporan Kualitas Air Kabupaten Bone
Tahun 2020. Dalam perhitungan yang dilakukan mengacu pada 10 Parameter yaitu DO, PH,
TSS, COD, BOD, T-P, Amonia, Nitrat dalam NOs, Fecal Coliform dan TDS. Perhitungan

dilakukan dengan menggunakan Aplikasi dengan memasukkan hasil pengujian terhadap



parameter teresebut diatas sehingga diperoleh hasil ideks kualitas air 50 (sangat kurang)
range 1-100.

Indeks Kualitas Udara diperoleh dari hasil laporan Kualitas Udara Kabupaten Bone
Untuk Tahun 2020 yang telah disusun oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup. Dalam Perhitungannya dilakukan dengan mengacu pada 2
Parameter yaitu Konsentras NO, dan SO..
IKU =100-[ 50/0.9 x (leu—0.10]
Dari Hasil Analisa Data dengan menggunakan Formula diatas maka diperoleh Nilai Indeks
kualitas Udara 73,86 (Baik) dalam range 1-100.
Penghargaan Adipura adalah sebuah penghargaan yang diperuntukkan pada kabupaten/kota
yang berhasil dalam kebersihan dan pengel olaan lingkungan perkotaan.
Aspek penilaian Penghargaan adipura meliputi aspek yang luas diantaranya Penilaian
terhadap Pasar, Termina, Pemukiman, Jalan, Sungai, Taman, Sekolah, Rumah Sakit,
Perkantoran, sedangkan yang memiliki bobot yang paling besar adalah TPA yakni
bagaimana cara menimbun sampahnya, pengelolaan Limbah dan lain lain. Aspek yang
dinilai tidak hanya mengenai lingkungan pengelolaan sampah dan Ruang terbuka hijau ,
tetapi juga ekonomi, sosial dan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat
khususnya dalam hal pengelolaan sampah dan pengurangan sampah ditingkat rumah tangga.
Persentase Peningkatan Kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam dampak perubahan
Iklim terdiri dari 51okasi binaan Proklim ditambah 5 Lokasi binaan yang dibina tindak lanjut
untuk diikut sertakan dalam penilaian Proklim tingkat nasiona , 9 Sekolah Adiwiyata yang
dibina untuk tindak lanjut penilaian tingkat provins dan nasional dan 1 Lembaga Saka
Kapataru. Terjadi Peningkatan Kelompok masyarakat yang dibina sebesar 92 % dari tahun
lalu, yang semula 14 kelompok binaan menjadi 27 kel ompok.
Persentase Perusahaan/Usaha yang taat izin lingkungan realisasi 93 % dari 46 perusahaan
yang diawas sebanyak 43 Perusahaan yang taat hukum lingkungan dengan kata lain ada 3

Perusahaan yang belum menaati rekomendasi ijin lingkungan.

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja
Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone tahun

2020 sesuai dengan Perjanjian kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengeval uasi
sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat
indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah
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ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk
pada Indikator Kinerja Utama RPIMD dan instansi maka capaian Pengukuran Kinerja
Kegiatan Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dapat dijelaskan
melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

Sasaran Strategis Pertama :

Meningkatnya AkuntabilitasKinerja Urusan DinasLingkungan Hidup

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1
Pengukuran Target Kinerja dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kab Bone pada tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara

target dengan redlisasi Kerja.

Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Sasaran 1- Tahun 2020
NO. INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
KINERJA 2020 2020
1 Predikat Evaluas B B 100 %

SAKIP Oleh APIP

Capaian Kinerja Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Bone Tahun 2020 adalah 68,72 dengan Kategori peringkat B (Baik) hal ini menunjukkan
bahwa capaian indikator ini telah mencapai target 100 % deengan criteria penilaian Redlisasi
Kerja“Sangat Baik™.

2.  Pebandingan Antara Redlisas Kinerja Tahun 2020 Dengan Readlisas Kinerja Tahun
Sebelumnya dari Sasaran 1

Tabel 3.3.2
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1. Tahun 2018-2023
INDIKATOR KINERJA REALISASI CAPAIAN KINERJA
2018 2019 2020
Predikat Evaluas SAKIP B B B
Oleh APIP (60,94) (61,31) (68,72)

Nilai SAKIP DLH

70

68

66

64

62

60 —

N

56 : . .

2018 2019 2020




Capaian Kinerja Predikat Evaluas SAKIP oleh APIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Bone Tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan capain Tahun 2019 dari 60,94 naik
menjadi 68,72 dan berada pada Predikat B

3. Perbandingan Kinerja Dengan Realisas Kinerja Tahun ini dengan target akhir renstra

INDIKATOR AKHIR | TAHUN | CAPAIAN
e KINERJA SATUAN | RENSTRA | 2020 (%)

1 | Predikat Evaluas
SAKIP Oleh APIP

Nilai A B 67 %

Skala Perhitungan Capaian Kinerja Evaluasi SAKIP

K eterangan Skor
AA (Sangat Memuaskan) 7 (Tujuh)
A (Memuaskan) 6 (Enam)
BB (Sangat Baik) 5 (lima)
B  (Bak) 4 (Empat)
CC (Cukup) 3 (Tiga)
C (Kurang) 2 (duad)
D (Sangat Kurang) 1 (Satu)

Perbandingan Kinerja Redlisas Tahun 2020 dibandingkan dengan target Akhir Renstra
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, Perbandingan Predikat Baik
dengan Target Memuaskan dengan Perhitungan Capaian Kinerja (4/6* 100 %) yaitu 67 % .

4.  Andisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta
Solusi yang Telah Dilakukan.
1. Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP

Predikat Evaluass SAKIP merupakan indikator penilaian pencapaian kinerja organisasi
yang penilaiannya berdasarkan pada dokumen RENSTRA, RENJA, RKA, DPA,
Perjanjian Kinerja, Rencana Aks serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP) serta

dokumen pendukung lainnya.
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Pada tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup menargetkan predikat B dan Penilaian yang
diperoleh dari hasil review Inspektorat Daerah 68, 72 dengan Predikat B. Sedangkan
untuk capaian Tahun 2019 mendapatkan nilai 60,94 atau dengan kategori Baik,
Berdasarkan hasil evaluas tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian
sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja
Evaduas atas Perencanaan Kinerja meliputi Evaluas atas Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian
Kinerja (PK) memperolen skor total sebesar 23,98 dari nila maksimal
30. Kurang maksimanya penilaian disebabkan

1) Target Kinerja belum sepenuhnya ditetapkan sgalan  dengan
indikator Kinerja

2) Rencana  Kinerja belum  sepenuhnya dimanfaatkan untuk
menentukan kebijakan anggaran.

3) Target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan
untuk mengukur keberhasilan.

4) Rencana Aks belum sepenuhnya dimanfaatkan atau dimonitor
dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

5) Implementas perjanjian kinerja belum sepenuhnya dilakukan.

b. PengukuranKinerja

Evauas atas Pengukuran Kinerja mediputi Evaluas  pemenuhan
pengukuran,  kualitas  pengukuran dan implementasi pengukuran
memperoleh  skor total sebesar 15,63 dari nilai maksma 25 Kurang
maksimalnya penilaian disebabkan

1) Pengumpulan data kinerja belum dapat sepenuhnya diandalkan dan
Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara
berkal a (bulanan/triwul anan/semester)

2) Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang dan tidak
dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

3) IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan

penganggaran dan belum dilakukan reviu secara berkalaterhadap IKU.



4) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon 1V
keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai  dasar
pemberian) reward & punishment

5) Pengukuran kinerja atas Rencana Aks  belum  sepenuhnya

digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkaa.

¢ Pelaporan Kinerja

Evauas atas Peaporan Kinerja meliputi Evaluasi pemenuhan pelaporan,

penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informas kinerja memperoleh

skor total sebesar 10,78 dari nila maksma 15 Belum maksmalnya

penilaian disebabkan :

1) Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dapat
diandalkan

2) Informas yang disgikan bdum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan
perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan

organisas, peningkatan kinerjadan penilaan kinerja

Evaluas | nternal

Evaluas Internal meliputi Evaluasi, kualitas Evaluas dan pemanfaatan
Evaluasi memperoleh skor total sebesar 4,65 dari nilai maksimal 10,
rendahnya nilai tersebut disebabkan

1) Evauas terhadap pelaksanaan Rencana Aksi belum memadai dan belum
sepenuhnya dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2) Evauas program beserta rekomendasi untuk perbakan perencanaan kinerja
dan rekomendas untuk peningkatan kinerjabelum memadai.

3) Hasil Evaluas belum sepenuhnya ditindaklanjuti secara nyata untuk perbaikan
kedepannya

e. Pencapaian Kinerja

Evaluas atas Pencapaian Kinerja sasaran memperoleh skor total 13,68 dari

nilar maksimal 20, Penilaian pencapaian kinerja meliputi kinerja Output dan
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Outcome pada dokumen LAKIP dan keduanya kami nilai belum sepenuhnya
memenuhi kriteria andal.
Informasi Capaian Output padalakip/LKj belum disgikan secara terinci yang
meliputi: indicator kegiatan (output) satuan target, realisasi serta persentase capaan
tahun ini dan tahun sebelumnyaPredikat yang dicapa pada Tahun 2020
dikategorikan Cukup sehingga langkah langkah yang akan dilaksankan untuk
meningkatkan capaian tersebut adalah sebagai berikut :
- Melakukan perbaikan dokumen SAKIP berdasarkan Rekomendasi hasil review
inspektorat kabupaten Tahun 2020
- Mengikuti BIMTEK terkait penyusunan Laporan SAKIP
- Melakukan Asistensi penyusunan Dokumen SAKIP baik ditingkat Kabupaten
maupun di tingkat Provinsi.

5.Andlisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 1

Tabel 3.3.3

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 1

PERSENTASE
Indikator Program/kegiatan TARGET REALISASI REALISAS EFISIEN
Sasaran KINERJ | KEUANGA S|
KINERJA KEUANGAN KINERJA KEUANGAN A N
Program Pg;{i”ﬂ?gr;dm' nistras 100% | 483246500 | 100% | 447.617.357 | 100% 93% 7%
Zr;’ggm Peningkatan Seranadan Prasarana | a0, | 250,600,000 | 100% | 225964569 | 100% |  90% 10%
Meningkatnya | PYodram Peningkatan Disiplin Apartur 100% | 80.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 100% 0%
Akuntabilitas
Kinerja i i
Urus;n ggygéﬂgzb?gkata” Kapasitas Sumber 100% 7.600.000 100% | 7.600.000 | 100% 100% 0
Lingkungan
Hidup
Program Peningkatan Pengembangan
ks ;:%Z? gporan Capaian Kinerjadan 100% | 30.100.000 100% | 29.843317 | 100% 99% 1%
Program Penunjang Pemerintahan Umum 100% | 15525200 | 100% | 15.358.083 | 100% 99% 1%
Sasaran | B 867.071.700 B 806.383.326 100 % 93% 7%

Efisensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini diperoleh

dengan Capaian Kinerja 100 % dan Realisas Anggaran 93 % sehingga dapat dikatakan untuk

sasaran pertama meningkatnya akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Lingkungan Hidup tingkat
efisensi 7%

6. Analisis Program dan Kegiatan yang M enunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 1




PERSENTASE

Indikator p ke TARGET REALISAS REALISAS|
Sasaran rogram/kegiatan KINERI |\ EUANGAN | <INE KINERJ | KEUAN
A RJA KEUANGAN A GAN
A drﬁ: r??srt??gpgeﬁgnn?gr an 100% 483246500 | 100% 447.617.357 100% 93%
K egiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber daya air 24 50.000.000 24 43.116.838 100% 86%
dan listrik
Einuﬁsr?n Jasa Administras 204 112411200 | 204 99.000.000 | 100% 88%
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang- 12 21.500.000 12 21.490.000 100% 100%
undangan
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Kedalam dan 50 150.532.800 50 144.004.119 100% 96%
Keluar Daerah
Egikaﬁg?:nn Administrasi 3 148.802.500 3 140.006.400 100% 94%
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana 100% 250.600.000 | 100% 225.964.569 100% 90%
Aparatur
ga%%aﬁgnﬁgrl engkapan 2 50.000.000 2 50.000.000 100% 100%
E;elr:g)ardaan Peralatan Gedung 2 42.600.000 2 42.600.000 100% 100%
ggﬁ:gi?ﬁ?o?w Wherkala 1 65.000.000 1 64.974.000 100% 100%
Meningkatnya : :
Akuntabilitas Ezrgga'rtgna%r: r?au;gnégregzlr? o 33 88.000.000 33 63.545.569 100% 72%
Kinerja
. Urusan Perla all e;hargaend Rut 2/ betrkal a 5 5.000.000 5 4845000 | 100% 97%
Lingkungan an Hedung Rantor
Hidup E:g%rl ﬁ\mAF;g';'tﬂljat an 100% 80.000.000 | 100% 80.000.000 100% 100%
Pengadaan pakaian dinas - 0 0 0 0 0
beserta perlengkapannya
Iliaepna%?aian pakaian kerja 200 80.000.000 200 80.000.000 100% 100%
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya 100% 7.600.000 | 40% 7.600.000 40% 100%
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan 300% i 0 0 0%
Formal
Bimbingan Tekhnis dan
implementasi peraturan 200% 7.600.000 2 7.600.000 100% 100%
perundang-undangan
Program Peningkatan
Egna%egp:r?lg:;al%ﬁ ?(Tnerj a 100% 30.100.000 | 100% 29.843.317 100% 99%
dan keuangan
Penyusunan laporan capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1800% 30.100.000 | 1800% 290.843.317 100% 99%
Kinerja SKPD
Egcr:?ér?m:he;‘#gmgm 100% 15525200 | 100% 15.358.083 100% 99%
gg#;;ag;egﬁana 5 15.525.200 5 15.358.083 100% 99%
n d
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Sasaran Kedua
“Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Sasaran Pertama

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

SASARAN/PROGRAM INDIKATORKINERJA  TARGET  REALISA

SASARAN/PROGRAM 2020 Sl 2020

Meningkatnya Indeks Nilai Indeks Kualitas 50 50

Kualitas Lingkungan Air

Hidup
Nilai Indeks Kualitas 70 73,86
Udara
Penghargaan Sertifikat -

Adipura Adipura

CAPAIAN
KINERJA

100 %

106 %

50%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa redlisasi target

padaindikator kinerja utama adatigaindikator

Indikator Nilai Indeks Kualitas Air di targetkan 50 dengan realisasi nilai Indeks

50 sehingga capaian kinerja 100 % kategori Baik .

Indikator Nila Indeks Kualitas Udara di targetkan 70 dengan redlisasi nilai

Indeks 73,86 sehingga capaian kinerja 106 % kategori Baik Sekali.

Indikator Penghargaan Adipura di targetkan Sertifikat Adipura dengan realisas

50 %.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempertimbangkan dengan

adanya pandemic covid 19 sehingga penilaian Adipura Untuk tahun 2020

ditiadakan namun pembinaan dan pengawasan criteria criteria pemenuhan

indikator kota adipura tetap dilaksanakan.

M etode Pengukuran untuk Adipura

Kategori Skor
Adipura Kencana 7 (tujuh)
Adipura 6 (Enam)
P2 5 (Lima)
Pl 4 (Empat)
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b. Perbandingan antara Realisass Kinerja Tahun ini dengan Tahun

Sebelumnya Sasaran Pertama

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA Capaian Capaian Capaian

SASARAN 2018 2019 2020
Nilai Indeks Kualitas 50 50 50
Air
Nilai Indeks 70 72,9 73,86
KualitasUdara
Penghar gaan P1 P1
Adipura

Realisasi Capaian Kinerja

80

70
60

50

40

30

20
10

2018 2019 2020

M Indeks Kualitas Air H Indeks Kualitas Udara

i Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pada Tabel tersebut di atas Perbandingan Antara Redlisas Kinerja Tahun Ini
dengan Tahun Sebelumnya meningkat baik capaian Indeks kualitas air, kualitas
udara. Indikator pertama dan kedua tersebut diatas sangat mempengaruhi
peningkatan nilai indeks kualitas lingkungan hidup.

Meskipun capaian indeks kualitas lingkungan hidup masuk dalam kategori
KURANG namun nilai tersebut telah mengalami peningkatan dari capain tahun
lalu, sehingga indikator-indikator ini sangat perlu diperhatikan untuk terus
meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone kedepan.

Indikator Ketiga belum tercapal dikatakan capaian 50 % dikarenakan tahun ini
tidak ada penilaian Adipura Namun Kabupaten Bone telah berhasil memenuhi
kriteria pembuatan dokumen JAKSTRADA dan Juga Persyaratan Tenis TPA
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telah dilakukan Sistem Sanitary landfill dan juga pengadaan Jembatan Timbang
Kendaraan Angkut sampahyang merupakan prasyarat untuk mengikuti Penilaian
Tahap 1 penilaian Penghargaan Adipura.

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Akhir
Rencana Strategis 2018-2023.

INDIKATOR KINERJA Akhir Tahun Capaian
SASARAN Renstra 2019
Nilai Indeks Kualitas Air 60 50 83 %
Nilai Indeks Kualitas 80 73,86 92 %
Udara
Penghar gaan Adipura Adipura P1 67 %

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Akhir Renstra
pada

Indikator Nilai Indeks Kualitas Air di targetkan pada akhir renstra dengan nilal
60 sedangkan realisasi nilai Indeks tahun 2019 50 sehingga capaian kinerja 83 %
, kategori Baik.

Indikator Nila Indeks Kualitas Udara di targetkan pada akhir renstra dengan
nila 80 sedangkan readlisasi nilai Indeks tahun 2019 73,86 sehingga capaian
kinerja92 % , kategori Baik.

Indikator Penghargaan Adipura di targetkan pada akhir renstra meraih Piala
Adipura sedangkan realisasi tahun 2019 lolos mengikuti Penilaian Tahap |
sehingga capaian kinerja 67 % , kategori Cukup.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja serta Solus yang telah dilakukan
Pencapaian sasaran pertama meningkatnya indeks kualitas lingkungan di dukung
tigaindikator
1. Indeks Kualitas Air.
Untuk mencapai target indeks kualitas air dilakukan melalui dua kebijakan
yaitu
1) Meningkatkan pemantauan kualitas air sungai dan pengawasan terhadap
pembuangan air limbah kesungai.

2) Peningkatan kuantitas dan kualitas pemantauan air sungai.




Gambar 3.1 Dokumentasi pemantauan Air sungai Lappariaja

2. Indeks Kualitas Udara
Untuk mencapal target ini maka dilakukan langkah- langkah kebijakan:
Dengan melakukan pemantauan Kkualitas udara ambient didaerah
pemukiman/perkotaan/perkampungan secara periodik (sesuai PP No 41
Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara).
Hambatan yang dihadapi Ketidak tersedianya peralatan pengambilan
sampling dan analisa kualitas udara ambien dan udara emisi. Keterbatasan
titik pantau yang belum dapat mewakili setiap kawasan sampling pada
seluruh kecamatan di kabupaten Bone

Gambar 3.2 Dokumentasi Sampling Udara di Kantor Sekertariat daerah
Kab Bone

3. Penghargaan Adipura
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Pada dasarnya semua Perangkat daerah harus berperan aktif dalam menjaga
kebersihan dan pengelolaan sampah dengan melibatkan seluruh masyarakat,
dunia usaha, lembaga pendidikan, media massa, LSM dan Seluruh Pemangku
kepentingan (stakeholder) untuk terus menjaga kebersihan dan kelestarian
lingkungan disekitarnya.

Masih banyak pembenahan yang harus dilakukan dibanyak titik untuk meraih
Adipura.

Tempat pembuangan Akhir masih menjadi kendala yang sangat pelik dalam
pengelolaannya yang mash semi Open dumping dimana dalam
persyaratannya seharusnya TPA melakukan system Sanitary Landfill yaitu
system pengelolaan pemusnahan sampah dengan cara membuang dan
menumpuk sampah dilokasi cekung, memadatkan dan kemudian
menimbunnya dengan tanah.

Daam Pengelolaan sampah diharapkan peran serta masyarakat bukan lagi
menekankan pada pemilahan sgak awal

kumpul angkut buang, tapi

pengumpulan dan juga pengol ahan sampah berbasis rumah tangga.

(Tambahkan poin perbandingan Target Akhir Renstra)

e. Analisis Atas Efesiens Penggunanaan Sumber Daya

Tabel 3.5. Analisis atas Efesiens Penggunaan Sumber Daya terhadap Sasaran

PERSENTASE
TARGET REALISAS
Indikator Kea REALISAS
Sasaran Program/kegiatan | e, KEUANGAN | KINERI | pyanGaN | kiNeria | KEUANG ERISIERS
A A AN
Program
Indeks Pengendalian
K ualitas Air Pencemaran dan 85 104.728.000 85 98.775.000 | 100% 94% 6%
Kerusakan
Lingkungan Hidup
Indeks Program
Kualitas Peningkatan 75 75 100% 67% 33%
Udara Pengendalian Polus 31.944.000 21.351.000
Program
Pengendalian
Pencemaran dan 65 215.700.000 50 178.719.400 7% 83% -6%
Kerusakan
Penghargaan . .
: Lingkungan Hidup
Adipura
Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan 25 6.090.197.000 %2 | gouoesi00 | 101% 99% 2%
Persampahan




Berdasarkan table tersebut diatas maka dalam rangka mencapai kinerja
Sasaran Pertama dapat dilihat indicator pertama Indeks Kualitas Air dengan
tingkat efisens 6%., Indikator kedua Indeks Kualitas Udara dengan tingkat
efisiensi 33% sedangkan indicator Ketiga Penghargaan Adipuratidak Efisien.

Dari table diatas dapat ditarik kesimpulan untuk pencapaian target sasaran kedua
Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat efisiensi nya 8,75 %
yang dihitung berdasarkan rata rata efisiensi dari ketiga indicator yang menjadi

dasar pengukuran dari sasaran ini.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang M enunjang Pencapaian Kinerja
Tabel 3.6 Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja
PERSENTASE
i TARGET REALISASI ANl
Il ey Program/kegiatan
Sasaran KINE KINER KINER | KEUANG
RiA | KEUANGAN JA KEUANGAN JA AN
Program Pengendalian
Pencemar an dan o o
Kerusakan Lingkungan 8 | 104728000 8 98775000 | 00% 94%
Hidup
Pemantauan Kualitas
Lingkungan 3 59.778.000 3 54352000 | 100% 91%
Indeks
Kualitas Air | Pengakajian Dampak
Lingkungan 55 23.000.000 68 22940000 | 124% 100%
Pengelolaan B3 dan
Limbah B3 15 21.500.000 15 21.483.000 100% 100%
Pengembangan Produksi 5 0%
Ramah Lingkungan - ?
Program Peningkatan
Pengendalian Polusi & 31.944.000 & 21.351.000 100% 67%
Indeks
KJS';:ZS Pengujian Kadar Polusi
dan Limbah Padat dan 60 31.944.000 69 21351000 | 115% 67%
Limbah Cair T T
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan 65 | 215700000 50 178.719.400 | 7% 83%
Hidup
Penghargaan | koordinasi Penilaian o o
Adipura Kota Sehat/Adipura 50 215.700.000 50 178.719.400 100% 83%
Program
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan 25 6.090.197.000 523 6040625100 | 101% 99%
Per sampahan
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Indikator
Sasaran

Program/kegiatan

TARGET

REALISASI

PERSENTASE
REALISAS|

KINE
RJA

KEUANGAN

KINER
JA

KEUANGAN

KINER
JA

KEUANG
AN

Penyediaan prasarana
dan sarana pengelolaan
persampahan

1.110.000.000

1.110.000.000

100%

100%

Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana
dan sarana persampahan

36

4.980.197.000

36

4.930.625.100

100%

99%

Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
Pengelolaan
Persampahan

0%

0%

Program Pengendalian Pencemar an dan Kerusakan Lingkungan Hidup
1) Koordinas Penilaian Kota Sehat/Adipura
Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bone merupakan Dinas Teknis Daerah yang

Program dari sasaran ini ada tiga, yang pertama Program Pengendalian
Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan dengan kegiatan penunjang sebagai

berikut :

menangani pengendalian dan pencemaran perusakan lingkungan hidup,dan

mendukung kota sehat dalam rangka peningkatan kebersihan untuk meraih adipura.
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 215.710.000,- , dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 178.719.400, - , atau realisasi sebesar 83% dan fisik 100%.
Output dari kegiatan ini dengan melaksanakan Sosialisasi Kriteria Penilaian

Adipura salah satu nya adalah penanganan sampah rumah tangga, dengan

mengundang para pemangku kepentingan urusan Lingkungan.

e

= -
L o T
= gnrl _I

2) Pemantauan Kualitas Lingkungan

Kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan dimaksudkan untuk melakukan
pemantauan kualitas lingkungan. Kegiatan ini dial okasikan dana sebesar

uuuuuuu

SNSIALISAS)

., PENGELOLAAN SAMPAH DAN RUANG TERBUKA
HIJAU BERKELANJUTAN PADA TITIK PANTA
ADIPURA KABUPATEN BONE
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Rp. 59.778.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.352.000,- atau realisasi

sebesar 91% dan fisik 100%.
Output Kegiatan ini dengan melaksanakan pemantauan kualitas Air, tanah dan
Udara
Titik Pemantauan Kualitas Air

Titik Pemantauan Status

1. Sungai Jaling Kecamatan Awangpone K abupaten Bone Cemar Ringan
2. MataAir Cinnong K ecamatan Ulaweng K abupaten Bone | Cemar Ringan
3. Sungai Lonrong Desa Pattimpa Kecamatan Ponre

K abupaten Bone Cemar Ringan
4. Desa Sengeng Palie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone | Cemar Ringan
5. Sungai Sumpang Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten

Bone Cemar Ringan
6. Tanjung Pallette K ecamatan Tanete Riattang Timur Cemar Ringan
7. Sungai Kaluppang Desa Poleonro K ecamatan Libureng Cemar Ringan
8. Sungai Sampie Desa Liliriattang Kecamatan Lapparigja Cemar Ringan
9. Sungai Kaju Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Cemar Ringan
10. Sungai Watu K ecamatan Barebbo Cemar Ringan
11. Sungai Sampie Unyi Uloe Kecamatan Dua Boccoe Cemar Ringan
12. Sungai Tobunne Gona K ecamatan Kajuara Cemar Ringan
13. Sungai Bulu-Bulu Kecamatan Tonra Cemar Ringan
14. Sungai Cenrana K abupaten Bone Cemar Ringan
15. Sungai Teko Kecamatan Cina Cemar Ringan
16. Sungai Kadai Kecamatan Mare Cemar Ringan
17. Sungai Cabalu Mattirowalie Kecamatan Tanete Riattang | Cemar Ringan
18. Sungai Salomekko Cemar Ringan

Titik Pemantauan Kualitas Tanah

Titik Pemantauan

Status
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Cinnong Kecamatan Ulaweng

Tidak Rusak

Kecamatan Palakka Tidak Rusak
Kecamatan Sibulue Tidak Rusak
Kecamatan Ajangale Tidak Rusak
Desa Liliriattang Kecamatan Lapparigja Tidak Rusak
Kecamatan Libureng Tidak Rusak
Desa Walimpong Kecamatan Bengo Tidak Rusak
Kelurahan Pallette Kecamatan Tanete Riattang Timur Tidak Rusak
Pelabuhan Cappa Ujung Kecamatan Sibulue Tidak Rusak
Desa Sengeng Palie Kecamatan Patimpeng Tidak Rusak
Desa Masago Kecamatan Patimpeng Tidak Rusak
Titik Pemantauan Kualitas Udara

Titik Pemantauan Status
Depan Rujab Bupati Bone Tidak Tercemar
Kompleks Perumahan Pepabri Kabupaten Bone Tidak Tercemar
SMA Negeri 3 Bone Tidak Tercemar
Kampus STKIP Bone J. Abu Dg. Pasolong Tidak Tercemar
Depan Pelabuhan Bajoe Bone Tidak Tercemar
Lokas Kantor Bupati Bone Tidak Tercemar
RSUD Tenriawaru Bone Tidak Tercemar
Terminal Kabupaten Bone Tidak Tercemar
Depan STIA PrimaJl. Urip Sumoharjo Kabupaten Bone Tidak Tercemar




Titik Pemantauan Status

Depan Bone Trade Center (BTC) Tidak Tercemar

AMP Ridwan Jaya Stone Kecamatan Palakka Kabupaten
Bone Tidak Tercemar

3) Pengawasan Pelaksanaan K ebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Daam rangka untuk menertibkan pelaksanaan usaha atau kegiatan para pemrakarsa
harus memiliki dokumen kelayakan lingkungan hidup, hal ini merupakan bentuk
pengawasan pel aksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup,maka pada kegiatan
ini dialokasikan dana sebesar Rp 26.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 25.280.000,-
Target Pengawasan 55 Perusahaan namun dengan kondisi Pandemi Covid 19
kegiatan pengawasan hanya 46 usaha yang dapat dipantau dan diawasi.
Dari 46 Usahayang diawasi terdapat 18 Usaha yang tdk taat terhadap ijin
lingkungan yang diterbitkan.

4) Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 21.500.000,- dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 21.483.000,- dengan output Pengawasan Fasilitas Pelayanan K esehatan

Selama masa Pandemi Covid 19

5) Pengkajian Dampak Lingkungan
K egiatan pengkajian dampak lingkungan dimaksudkan untuk melakukan kegiatan
yang dikaji serta memperoleh rekomendasi izin LH. Kegiatan ini dialokasikan dana
sebesar Rp 23.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.940.000,- atau
realisasi anggaran 100 % dan capaian fisik 124% ( capaian melebihi dari target
kinerja)
Target KinerjaKegiatan 55 Kgjian dampak Lingkungan, sedangkan realisasi

terdapat 68 kegitan kagjian dokumen lingkungan yang dilaksanakan terdiri dari 66
Kajian UKL UPL dan 2 kgjian DELH/Amdal.




Gambar .Kagjian Dokumen Amdal

6) Pengembangan Produksi ramah Lingkungan
Kegiatan ini dilakukan untuk pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ternak
Menjadi bahan baku gas yang digunakan oleh masyarakat pra sejahtera, namun
pel aksanaan nyatidak dapat dilaksanakan karena adanya panedemi covid sehingga
anggarannya dialihkan ke penanganan covid 19.

Program Kedua adalah Program Peningkatan Pengendalian Polusi dengan
Kegiatan penunjang Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat Dan Limbah Cair,
Kegiatan ini dimaksudkan untuk terlaksananya kegiatan pengambilan dan
pengujian sampel air dan emisi oleh Laboratorium Lingkungan dibawah koordinasi
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dialokasikan dana
sebesar Rp. 65.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.680.000,- sisa
dana Rp. 320.000,- atau realisasi 70% sedangkan fisik 100% dengan target output
69 Lembar Hasil Uji (LHU) sedangkan capaian 69 LHU.

sampling

| Air Bersih

H Air Limbah
Air Sungai

| Air Tanah

 udara ambien

diketahui Lembar Hasil Uji yang diterbitkan 24 Sample Air Tanah, 4 Sampel Air
Limbah, 6 Sampel Air sungai dan Mata air, Dan 13 Sampel Udara Ambien. Yang



dilakukan sebagai Pemantauan dan juga untuk mendapatkan informasi Kualitas

udaradan Air.

Dan Program Ketiga adaah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
persampahan. Dengan kegiatan penunjang ;
1) Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengel olaan Persampahan
Kegiatan ini menunjang persediaan sarana dan prasarana pada kantor Dinas
Lingkungan Hidup kab Bone, Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar
Rp. 1.110.000.000,- dengan redlisasi anggaran sebesar Rp. 1.110.000.000,-
Dengan Output
- Belanja Bahan baku bangunan
- Belanja 100 Unit Tong Sampah yang diserahkan K emasyarakat
- Belanja Kontainer Sampah 4 Unit
- Belanjatong sampah roda 10 buah

2) Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan.
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 4.980197.000,,- dengan realisas
anggaran sebesar Rp. 4.390.625.100,- dengan output berupa belanja jasa/upah
kerja, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja bahan bakar minyak

Belanjajasa/upah kerja 273 orang yang terdiri dari

Sopir Mobil Sampah 17 Orang
Operator Alat Berat 3 Orang
Buruh Persampahan 41 Orang
Pengendara Motor Sampah 32 Orang
Penyapu 75 Orang
Petugas Lumpur Saluran 13 Orang
Petugas TPA 6 Orang
Petugas Mesin Rumput 10 Orang
Petugas L apangan 75 Orang

Belanja perawatan kendaraan operasiona persampahan terdiri dari belanja
jasa service, Suku cadang dan belanja Bahan Bakar Minyak.

Belanja makan minum pekerja persampahan.
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Gambar  Grafik penanganan sampah diwilayah perkotaan

Penanganan Sampah di Tiga Kecamatan Kota ( Kecamatan Tanete Riattang,
TR Barat dan TR Timur)

Kecamatan Tanete Riattang Jumlah penduduk 10.800 Rumah tangga dengan
timbulan sampah sebesar 26 ton dan Jumlah sampah terangkut ke TPA 20.8
ton, Kecamatan Tanete Riattang Barat Jumlah penduduk 9.818 Rumah tangga
dengan timbulan sampah sebesar 24 Ton dan jumlah sampah terangkut 19,2
Ton dan Kecamatan Tanete Riattang Timur Jumlah penduduk 8.142 Rumah
tangga dengan timbulan sampah sebesar 19 Ton dan jumlah sampah terangkut
15,2 Ton.

Grafik ini menggambarkan penanganan sampah diwilayah perkotaan

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengel olaan Persampahan.
Kegiatan ini maksudkan untuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada
masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga
yang kemudian akan dibina beberapa kelompok dalam suatu kawasan
perumahan, namun pelaksanaan nya tidak dapat dilaksanakan karena adanya
pandemi covid sehingga anggarannya dialihkan ke penanganan covid 19.




Gambar. Pengukuhan Satgas Bone Bersih Sampah oleh Bupati Bone

g. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan

sudah cukup optimal nhamun masih tetap ada permasal ahan dilapangan antara lain:

1

Untuk kegiatan Koordinas Kota sehat/Adipura masih sangat perlu
disediakan beberapa sarana dan prasarana di Tempat pembuangan Akhir
daam rangka mengoptimalkan pengelolaan sanitary landfill di TPA
diantaranya penyediaan jembatan timbang, Penambahan armada alat berat
Dozer dan Juga excavator, penambahan material timbunan untuk
mengurug lapisan pembuangan sampah dan juga perlu adanya penambahan
instalasi gas methan dan juga tentu sgja pemeliharaan instalasi yang telah
ada..

Untuk capaian Indeks kualitas Udara masih terkendala dengan sampling
udara yang masih terikat kerjasama dengan laboratorium kesehatan Kota
Makassar untuk pengambilan sample sekaligus untuk pengujiannya
dikarenakan laboratorium lingkungan yang kami miliki belum memiliki
peralatan yang memadai.

Tingkat pelayanan persampahan.

Area Perkotaan dengan luas 126.35 KM? dengan jumlah penduduk
145.394 jiwa (Kec Tanete riattang, TR.Barat dan TR Timur) dengan
tenaga kebersihan yang kami punya sebanyak 267 org dengan kata lain
lorg petugas kebershan melayani 396 jiwa penduduk diwilayah
kecamatan Kota, sangat jauh dari kata memadai. Belum lagi sarana mobil
truk, motor sampah dan juga container yang jauh dari kata cukup.

Untuk itu kami memberikan alternative solus untuk pendekatan pada
pengolahan sampah rumah tangga yang kewenangannya kami usul
diserahkan kepada pemerintah Kelurahan agar lebih dekat ke Rumah
tangga dan kami Dinas Lingkungan hidup akan lebih berkonsentrasi pada
pelayanan dari TPS ke TPA, tdk lagi melayani dari rumah ke rumah.

Sasaran Ketiga :

“Meningkatnya K esadar an dan Perilaku masyar akat dalam

pengdlolaan lingkungan”

Perbandingan antara Target dan Realisas Sasaran Ketiga

-
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Tabel. 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ketiga

SASARAN/PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET REALISA  CAPAIAN
SASARAN/PROGRAM 2020 Sl 2020 KINERJA

Meningkatnya Kesadaran  Persentase

dan Perilaku masyarakat peningkatan

dalam pengelolaan kelompok masyarakat

lingkungan yang berperan aktif
dalam dampak
perubahan iklim

85 % 92 % 108%

Persentase
Perusahaan/Usaha
yang Taat 1zin
Lingkungan

85 % 93 % 109 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisas target pada
indikator kinerja utama ada dua indikator dan ada tiga program pendukung, pada
indikator pertama yaitu Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang berperan aktif
dadam dampak perubahan iklim dengan realisas kinerja lebih dari 108% dan
dikategorikan sangat baik. Dan Untuk program pengendalian Pencemaran dan kerusakan
Lingkungan Hidup dengan Indikator persentase ketaatan pemrakarsa terhadap hukum
lingkungan realisas 93 % dari 46 perusahaan yang diawasi hanya 3 Perusahaan yang
tidak taat terhadap rekomendasi izin lingkungan sedangkan untuk program Perlindungan
dan Konservas Sumber daya Alam dengan jumlah 8 Pengaduan masyarakat terkait
pengelolaan Lingkungan dan semua aduan tersebut dapat ditangani dan dapat diselesaikan
dengan baik.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya
Sasaran Pertama

Tabel 3.8 Perbandingan realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA Capaian 2019 Capaian 2020
SASARAN/PROGRAM

. 109%
Per sentase peningkatan 100 % °

kelompok masyar akat yang

ber peran aktif dalam dampak

perubahan iklim

Cakupan Pelaksanaan 100 % 100%
Perlindungan dan Konservasi

SDA

Persentase K etersediaan 100 % 100%
Dokumen Pengelolaan

Lingkungan



109 %
Per sentase Perusahaan/Usaha 80 % ?

yang Taat | zin Lingkungan
93%

Presentase ketaatan Pemrakarsa 80 %

terhadap hukum lingkungan

Presentase K etaatan pemrakarsa 100 % 100%
terhadap pengelolaan

Lingkungan

ljin LH Y¥ang dikaji dan diterhitkan OLH

120

100

80

H Target
60 i Realisasi
40
20

2018 2019 2020

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja serta Solus yang telah dilakukan
Pencapaian sasaran kedua Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku masyarakat
dalam pengel olaan lingkungan
1. Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam
dampak perubahan iklim.
Melalui Pelaksanaan Kegiatan Proklim (Program Kampung Iklim) dapat
melaksanakan upaya adaptass dan mitigas perubahan iklim secara
berkel anjutan.
Upaya Adaptasi dan Mitigas tersebut dapat berupa kegiatan seperti dibawah

mni

= Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor;
= Peningkatan ketahanan pangan;
= Pengendalian penyakit terkait iklim;
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No

10

11

Penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi,
ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi.

Pengel olaan sampah,limbah padat dan cair;

Pengolahan dan pemanfaatan air [imbah;

Penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi;
Budidaya pertanian;

Peningkatan tutupan vegetasi; dan

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan |ahan.

Persentase Perusahaan/Usaha yang Taat 1zin Lingkungan

Dari 46 Perusahaan yang diawasi hanya 3 Perusahaan yang tidak taat terhadap

rekomendas izin lingkungan yang dikeluarkan olen DLH selebihnya 43

perusahaan taat terhadap rekomendasi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh

DLH.

Perusahaan/K egiatan yang diawasi Jenis Usaha/K egiatan Ketaatan
Pabrik Gula Camming (Kec. Libureng) Pabrik Gula Taat
Pabrik Tahu Tempe di Kel. Masumpu, Kec. :

Tanete Riattang Pabrik Tahu Tempe Taat
PT. HASTURA NAJWA UTAMA Taat
Perumahan Griya Caguni Indah (Kel.

Palattae, Kec. Kahu) Perumahan Teat
KarellaMart (J.Poros Bone-Sinjai Desa -

Malimongan Kec. Salomekko) Minimarket Teat
Perumahan Intan Batari Regency |1 (Kel.

Bulu Tempe, Kec. TR. Barat) Perumahan Teat
PT.BASIS (Kec. Cina) Pabrik Alkohol Taat
Air Minum Isi Dalam Kgmasan (Desa Air Minum Dalam Kemasan Taat
Tanete Harapan, Kec. Cina)

PT.KAMPIRI MANDIRI SEJAHTERA

(J. CEMPALAGI KEL.BUKAKA KEC. Taat
TANETE RIATTANG)

Perumahan PT. Palia Madining Berkah (JI.

A.Muhammad Y usuf, Kel.Macanang Kec. Perumahan Taat
TR. Barat)

PT. PLN PERSERO SULSELBAR PEMBANGKITAN DAN Taat

PARE-PARE-SIDRAP-SOPPENG-BONE ~ PENYALURAN



No

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

35

Perusahaan/K egiatan yang diawasi

PT. PLN PERSERO SULSELBAR
MAKASSAR -TAKALAR-
BULUKUMBA-SINJAI-BONE

PT. RIDWAN JAYA LESTARI (DESA
PASIPPO)

PT. RIDWAN JAYA LESTARI (DESA
TADANGPALIE)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TENRIWARU

SPBU USAHA H.SUKARDI ( DESA
PASIPPO)

SPBU USAHA H.SUKARDI (CABALU)

PABRIK GULA CAMMING
UD. BONE INDAH

SPBU USAHA H.SUKARDI (JL.JEND
AHMAD YANI)

INDUSTRI PENYULINGAN DAUN
CENGKEH

INDUSTRI PEMBUATAN GULA
MERAH

PT. KARYA SUBUR TEKNIK UTAMA

RUMAH SAKIT HAPSAH

PABRIK GULA ARASOE
PT. WIJAYA EKA SAKTI
CV. KARUNIA ALAM ABADI

USAHA RISQUL

PT.CITRA PRIBUMI TEKNIK PERKASA

PT.HARVANA HALIM INDAH

BONE AGUNG BIMA PERSADA

PB.PUTRI AYU

CV.AMANDA JAYA LESTARI
SUZUKI WATAMPONE
HOTEL SARLIM

UD.ABDI

Jenis Usaha/K egiatan

PEMBANGKITAN DAN
PENYALURAN

INDUSTRI AMP DAN STONE
CRUSHER

INDUSTRI AMP DAN STONE
CRUSHER

FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN

SPBU

SPBU

PABRIK GULA

PABRIK PEMUTIH BERAS

SPBU

PENYULINGAN DAUN
CENGKEH

INDUSTRI PEMBUATAN
GULA MERAH

INDUSTRI AMP DAN STONE
CRUSHER

FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN

PABRIK GULA

Tambang Galian C

PENGGILINGAN PADI

INDUSTRI AMP DAN STONE
CRUSHER

Pabrik Pemutih Beras

HOTEL

LKjIP DLH 2020

Ketaatan

Taat

Taat

Taat

Taat

Taat

Taat

Taat

Taat

Taat

Taat

Taat

Taat

Taat

Taat

Tidak Taat

Taat

Taat

Taat

Taat

Taat

Tidak Taat

Taat

Taat

Taat

Taat



No

37

38

39

40

41

42

43

45

46

Perusahaan/K egiatan yang diawasi

CV.FAJARQU

STASIUN PENGISIAN ELPIJI

(IRMUH.HASBIDIN)

SURYA INDAH

HOTEL NOVENA

PALAPA JAYA

KLINIK MADANI

KLINIK ASRI

PABRIK RUMPUT LAUT

RUMAH POTONG HEWAN

KLINIK AHMAD

Jenis Usaha/K egiatan

HOTEL

FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN

FASILITASPELAYANAN
KESEHATAN

FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN

Ketaatan

Taat

Taat

Taat

Taat

Taat

Taat

Taat

Taat

Tidak Taat

Taat

Jumlah kasus Lingkungan yang ditangani dalam tahun 2020 sebanyak 8

Kasus dengan rincian sebagal berikut :

1. Peternakan ayam milik Asis Taggala di Desa Ureng, Kec. Palakka

Uraian Pelaporan : Pencemaran yang ditimbulkan dari kegiatan peternakan

ayam (adanya bau dan lalat)

Uraian Tindak Lanjut : Mengadakan peninjauan lokas serta koordinasi

(pertemuan) antara masyarakat, pemilik peternakan serta pemerintah

setempat untuk mencapai kesepakatan dan solusi dari permasalahan.

Mengeluarkan surat teguran agar dapat segera membenahi masalah

pencemaran dari kegiatan tersebut
2. Pelaporan Melalui Website

Uraian Pelaporan : Lampu penerangan jalan yang tertutup oleh pohon

Uraian Tindak Lanjut : Menyampaikan kepada pihak terkait untuk upaya

tindak lanjut selanjutnya

3. Tambang pasir di Desa Balieng Toa, Kec Sibulue



Uraian Pelaporan : Diduga adanya kegiatan penambangan pasir yang
belum memiliki izin lingkungan

Uraian Tindak Lanjut : Mengadakan peninjauan lokasi serta kordinasi
dengan pemilik. Hasil koordinasi tidak ditemukan adanya kegiatan
operasional yang berjalan. Pemilik (pelaku usaha) belum memiliki izin
lingkungan.

Mengeluarkan surat teguran untuk tidak melakukan aktifitas penambangan
sebelum memiliki izin lingkungan

Peternakan ayam di Kel.Toro, Kec. TR Timur

Uraian Pelaporan : Pencemaran yang ditimbulkan dari kegiatan peternakan
ayam (adanya bau dan lalat)

Uraian Tindak Lanjut : Mengadakan peninjauan lokasi serta koordinasi
(pertemuan) antara masyarakat, pemilik peternakan serta pemerintah
setempat untuk mencapai kesepakatan dan solusi dari permasalahan.
Mengeluarkan surat teguran agar dapat segera membenahi masalah
pencemaran dari kegiatan tersebut

Peternakan ayam di Kel.Toro, Kec.Tanete Riattang Timur

Uraian Pelaporan : Pencemaran yang ditimbulkan dari kegiatan peternakan
ayam (adanya bau dan lalat)

Uraian Tindak Lanjut : Mengadakan peninjauan lokasi serta koordinasi
(pertemuan) antara masyarakat, pemilik peternakan serta pemerintah
setempat untuk mencapai kesepakatan dan solusi dari permasalahan.
Mengeluarkan surat teguran agar dapat segera membenahi masalah
pencemaran dari kegiatan tersebut

Kepala Desa Lappae (Hj.Andi Mardiana) dan Ketua BPD (Muh.Tani)
Uraian Pelaporan : adanya laporan dan protes atau tidak setuju oleh
masyarakat mengenai  berlanjutnya pengoperasian tambang galian C di
Luaedusun | Lappae desa Lappae Kec. Tellu Siattingnge.

Uraian Tindak Lanjut : Melakukan peninjauan lokasi. Berdasarkan hasil
peninjauan lokasi, kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin
lingkung Melakukan sosialisasi pada tgl 23 Juli dampak terkait dampak
lingkungan tambang galian C difasilitass oleh kepala desa lappae
menghadirkan para pemilik lahan, para kelapa dusun, tokoh masyarakat
sekaligus disampaikan bahwa tambang tsb dihentikan untuk sementara
sampai memiliki izin pengoperasian tambang

Pelaporan mealui website

Uraian Pelaporan : adanya tumpukan sampah yang diduga mencemari
sungai serta bau sampah yang menganggul.
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Uraian Tindak Lanjut : menyampakan kepada pihak terkait (bidang

persampahan) untuk koordinasi dan upayatindak lanjut

8. peternakan ayam an.Syaripuddin di desa Tenga-tenga Kec.Palakka
Pelapor : warga masyarakat Desa Tenga Tenga
Uraian Pelaporan : adanya informasi dari masyarakat terkait pembangunan
peternakan ayam di Desa Tenga Tenga Kec. Palakka.

Uraian Tindak Lanjut : Peninjauan Lokasi

d. AnalisisAtas Efesiens Penggunanaan Sumber Daya

Tabel . 3.9 Analisis atas Efesienss Penggunaan Sumber Daya terhadap Sasaran

PERSENTASE
. TARGET REALISASI
el 1o Program/kegiatan REALISAS EFISIENSI
Sasaran 9 €9 KINE | \euancan | KINE | weuancan | KINE | KEUAN
RIA RIA RIA GAN
Program Perlindungan
Persentase dan Konservasi Sumber 65 47.138.000 65 45.429.200 | 100% 96% 4%
peningkatan daya Alam
kelompok -
masyarakat yang | Program Peningkatan
berperan aktif | Kualitas dan akses
dalamdampak | jnformasi sumber daya | 75 53858800 | 92 48.950.000 | 123% | 91% 32%
perubahan iklim .
alam dan lingkungan
Hidup
Program Pengendalian
Pencemaran dan
. 85% 26.000.000 | 93% 25.280.000 | 109% 97% 12%
Persentase Perusakan Lingkungan ’ ’ ° ° 0
Perusahaan/Usaha Hidu
yang Taat |zin p .
Lingkungan Program Perlindungan
dan Konservasi Sumber 80 19.560.000 80 19.521.000 | 100% 100% 0%
daya Alam

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3.10 Analisa Program dan kegiatan penunjang capaian kinerja

PERSENTASE
Indikator erogramkegiatan TARGET REALISASI FEADlEAS
Sasaran KINERJ KINER KINE | KEUANG
A KEUANGAN A KEUANGAN | "5 o0 W
Program
Perlindungan dan
Konservasi Sumber 5 | 47138000 | ® | 45420200 | 0% | 6%
daya Alam
Persentase
peningkatan | Pengendalian
kelompok | dampak perubahan 5 47138000 | © | 45420200 | 200% | 96%
masyarakat | Iklim
yang berperan
aktif ddam | Program
dampak Peningkatan
perubahan Kualitas dan akses
iklim informasi sumber > | s3gsee0 | | 4sgosocoo | 12| 9%
dayaaam dan
lingkungan Hidup
Peningkatan edukasi 5 9 180% 96%




Indikator
Sasaran

Program/kegiatan

TARGET

REALISASI

PERSENTASE
REALISASI

KINERJ
A

KEUANGAN

KINER
JA

KEUANGAN

KINE
RJA

KEUANG
AN

dan komunikasi
masyarakat di
bidang lingkungan

40.820.000

39.090.000

Pengembangan data
dan informasi
lingkungan

13.038.800

9.860.000

100%

76%

Persentase
Perusahaan/U
saha yang
Taat Izin
Lingkungan

Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup

85%

26.000.000

93%

25.280.000

109%

97%

Pengawasan
Pelaksanaan
K ebijakan Bidang
Lingkungan Hidup

55

26.000.000

46

25.280.000

84%

97%

Monitoring Evaluasi
dan Pelaporan

36

18.917.500

36

18.917.500

100%

100%

Program
Perlindungan dan
Konservas Sumber
daya Alam

80

19.560.000

80

19.521.000

100%

100%

Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam Perlindungan
dan Konservasi SDA

10

19.956.000

19.521.000

80%

98%

Program dari sasaran ini adalah ada tiga, yang pertama Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber daya alam dengan kegiatan penunjang Pengendalian dampak

perubahan 1klim.

Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan 1klim dimaksudkan untuk sosialisasi dan

pembinaan kampung iklim dengan dana sebesar Rp. 47.138.000,- dengan redlisasi

anggaran sebesar Rp. 45.429.200,- atau realisasi sebesar 96% dan fisik 100 %.
Capaian output

LOKASI PROKLIM YANG DIUSULKAN TAHUN 2020

NO NAMA LOKASI KATEGORI

ProKlim Lestari

1. Dusun Wanuae Desa Poleonro K ecamatan Lamuru

2. Dusun Langkana Desa MattampawaliE Kecamatan ProKlim Utama

Lamuru
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3. Dusun Bontosua Desa Cumpiga K ecamatan Awangpone ProKlim Utama
4. Dusun Samaenre Desa PitumpidangE Kecamatan ProKlim Utama
Libureng
K
e
Pro

Program Kedua adalah Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi

sumber daya alam dan lingkungan Hidup dengan kegiatan penunjang

1)

2)

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Kegiatan ini diaokasikan dana sebesar Rp. 40.820.000,- dengan redlisasi
anggaran sebesar Rp. 39.090.000

dengan capaian terbinanya dan tertatanya sekolah berbudaya dan peduli
lingkungan

SDN 27 Pasippo

SD Inpres 5/81 Pasippo

SDN 40 Maccope

SD Inpres 5/81 Awolagading

SDN 16 Taungeng

SD Inpres 6/75 Kading

SD Inpres 5/81 Watu

SMPN 1 Sibulue

K egiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan.

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan dokumen Informasi Kinerja
pengelolaan Lingkungan hidup untuk kegiatan ini dialokasikan dana sebesar
Rp. 13.038.800,- dengan redlisasi anggaran sebesar Rp. 9.860.000, atau
realisasi sebesar 76 % dan fisik 100 %

Dan Program Ketiga adalah Program  Pengendalian Pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup Dengan kegiatan penunjang Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

Bidang Lingkungan Hidup, Dalam rangka untuk menertibkan pelaksanaan usaha

atau kegiatan para pemrakarsa harus memiliki dokumen kelayakan lingkungan

hidup,hal ini merupakan bentuk pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang



lingkungan hidup,maka pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. Rp
26.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. Rp. 25.280.000,- atau realisasi
97% sedangkan fisik 83%, dengan capaian terlaksananya pengawasan pelaksanaan
izin lingkungan pada 46 usaha/kegiatan, dari 46 Usaha yang diawas terdapat 3
Perusahaan yang belum menaati peraturan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
sesual yang tertuang dalam rekomendasi ijin lingkungan yang diterbitkan.

Program perlindungan dan Konservass SDA dengan kegiatan Penunjang
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA, pada
kegiatan ini dimaksudkan untuk menangani pengaduan masyarakat terkait adanya
dugaan pencemaran dan juga kasus kasus lingkungan, Kegiatan ini dialokasikan
anggaran sebesar Rp. 19.956.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
19.521.000,- dengan capaian terlaksananya pelayanan pengaduan Masyarakat yang
ditindaklanjuti.

3.2 REALISASI ANGGARAN

1. Realisas Penerimaan
1. Retribusi : Rp 200.000.000

2. Realisasi Anggaran
Redlisasi anggaran APBD yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran
2020 sebesar Rp 12.047.306.566,-

1. Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 4.572.245.566 (38 %)
- Belanja Langsung Rp.  7.475.061.000 (62 %)
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Jumlah Rp.  12.047.306.566 (100 %)

3. Pemanfaatan Anggaran
a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Lingkungan
Hidup terdiri dari :
1) BeanjaTidak Langsung
Redlisas anggaran belanja tidak langsung Dinas Lingkungan Hidup dalam
Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 4.572.245.566,- (96%)

2) BeanjaLangsung
Redlisas anggaran belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran
2019 sebesar Rp 7.285.034.026,- ( 98 %) dengan jumlah 10 program dan 26
kegiatan.

Cakupan keter sediaan

1Ni { 0,
pelayanan adminisiras 483246500  447.617.357 2970
perkantoran (%)

Program Pelayanan Administras
Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber daya air dan
listrik

Jumlah rekening pembayaran

. 86%
telepon (Rekening) 50.000.000  43.116.838

jumlah Pembayaran aparat

Penyediaan Jasa Administrasi yang mendapatkan jasa 88%

Keuangan administrasi keuangan (Kali) 112.411.200  99.000.000

Jumlah media yang
Penyediaan Bahan Bacaan dan menyediakan bahan bacaan 100%
Peraturan Perundang-undangan dan peraturan perundang- 21.500.000 21.490.000 ?

undangan ( Kali )



Rapat-Rapat Koordinasi dan
- Konsultasi Kedalam dan Keluar
Daerah

Pel aksanaan Administras
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung
kantor

- Pengadaan Peralatan Gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung
Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala
K endaraan Dinas/operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin
Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya

- Pengadaan pakaian kerjalapangan

Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

Bimbingan Tekhnis dan
- implementasi peraturan perundang-
undangan

Program Peningkatan Pengembangan
Sistem pelaporan Capaian Kinerja
dan keuangan

Penyusunan laporan capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah kegiatan rapat
koordinasi dan konsultasi
kedalam dan luar daerah yang
diikuti ( kegiatan)

Jumlah paket penunjang
administrasi perkantoran
(paket)

Cakupan Realisasi
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur (%)

Jumlah pengadaan
perlengkapan gedung kantor
(Paket)

Jumlah pengadaan peralatan
gedung kantor (paket)

Jumlah gedung kantor yang
dipelihara secara rutin/berkala
(paket)

Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara secara rutin/berkala
(Unit)

Jumlah peralatan gedung
kantor yang dipelihara secara
rutin/berkala (paket)

Cakupan Pengadaan
kebutuhan penunjang
disiplin aparatur ( %)

Jumlah pengadaan pakaian
Dinas (pasang)

Jumlah pengadaan pakaian
lapangan (set)

Per sentase peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur (%)

Jumlah aparatur yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal (Orang)

Jumlah aparatur mengikuti
bintek (orang)

Cakupan realisasi
penyusunan dokumen
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan (%)

Jumlah laporan kinerja dan
realisas perangkat daerah
(laporan)

150.532.800

148.802.500

250.600.000

50.000.000

42.600.000

65.000.000

88.000.000

5.000.000

80.000.000

80.000.000

7.600.000

7.600.000

30.100.000

30.100.000

144.004.119

140.006.400

225.964.569

50.000.000

42.600.000

64.974.000

63.545.569

4.845.000

80.000.000

80.000.000

7.600.000

7.600.000

29.843.317

29.843.317

LKjIP DLH 2020

96%

94%

90%

100%

100%

100%

2%

97%

100%

100%

100%

0%

100%

99%

99%



Program Penunjang Pemerintahan
Umum

Penyusunan Rencana Perangkat
Daerah

Program Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- Pemantauan Kualitas Lingkungan

- Pengakajian Dampak Lingkungan

- Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Pengembangan Produksi Ramah
Lingkungan

Program Peningkatan Pengendalian
Polusi

- Pengujian Kadar Polusi dan Limbah
Padat dan Limbah Cair

Program Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- koordinas Penilaian Kota
Sehat/Adipura

Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Per sampahan

- Penyediaan prasarana dan sarana
pengel olaan persampahan

- Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan

- Peningkatan peran serta masyarakat
dalam Pengelolaan Persampahan

Program Perlindungan dan
Konservas Sumber daya Alam

cakupan realisas kegiatan
penunjang pemerintahan
umum (%)

Jumlah dokumen Perencanaan
kinerja penganggaran yang
tersusun (dokumen)

Per sentase keter sediaan
data tingkat pencemaran
LH

Jumlah titik pantau status
mutu air, udara, dan
kerusakan tanah (lokasi)

Jumlah pemrakarsajenis
usaha dan/ atau kegiatan yang
dikaji dan memperoleh
rekomendasi ijin LH (usaha)

Persentase pemrakarsa usaha
dan/atau kegiatan yang taat
terhadap pengelolaan limbah
B3 (Usaha)

jumlah instalasi pengolahan
limbah ternak (unit)

Per sentase keter sediaan
datainformasi kualitas
udara wilayah perkotaan
(%)

Jumlah lembar hasil uji
(LHU)

Per sentase pemenuhan
kriteria penilaian adipura

Jumlah titik pantau yang
memenuhi kriteria penilaian
(lokasi)

Per sentase penanganan
sampah kabupaten (%)

Jumlah prasarana dan sarana
pengelolaan sampah (Unit )

Jumlah paket operasional dan
pemeliharaan prasarana
persampahan ( Paket )

Jumlah kelompok yang dibina
untuk pengelolaan
persampahan (kelompok )

Cakupan pelaksanaan
perlindungan dan
konservasi SDA (%)

15.525.200

15.525.200

104.728.000

59.778.000

23.000.000

21.500.000

31.944.000

31.944.000

215.700.000

215.700.000

6.090.197.000 6.040.625.100

1.110.000.000  1.110.000.000

4.980.197.000 4.930.625.100

47.138.000

15.358.083

15.358.083

98.775.000

54.352.000

22.940.000

21.483.000

21.351.000

21.351.000

178.719.400

178.719.400

45.429.200

99%

99%

94%

91%

100%

100%

67%

67%

83%

83%

99%

100%

99%

0%

96%



- Pengendalian dampak perubahan
Iklim

Program Peningkatan Kualitas dan
aksesinformasi sumber daya alam
dan lingkungan Hidup

- Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkungan

- Pengembangan data dan informasi
lingkungan

Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup

- Pengawasan Pelaksanaan K ebijakan
Bidang Lingkungan Hidup

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Program Perlindungan dan
Konservas Sumber daya Alam

- Peningkatan peran serta masyarakat
dalam Perlindungan dan Konservasi
SDA

Jumlah desa yang dibina
menjadi kampung iklim

(desa)

Per sentase keter sediaan
dokumen pengelolaan
lingkungan (%)

jumlah lembaga yang dibina
(sekolah adiwiyata, LSM,
Saka kalpataru) (lembaga)

Jumlah dokumen perencanaan
dan pelaporan LH (Dokumen)

Persentase K etaatan
pemrakar sa terhadap
hukum lingkungan (%)

Jumlah pelaku usaha/kegiatan
yang diawas (pelaku usaha)

Jumlah K egiatan Monitoring
dan evalausi yang
dilaksanakan

Presentase K etaatan
terhadap Pengelolaan
Lingkungan

Jumlah pelayanan pengaduan
masyarakat yang ditindak
lanjuti

(Layanan)

47.138.000

53.858.800

40.820.000

13.038.800

26.000.000

26.000.000

18.917.500

19.560.000

19.956.000

45.429.200

48.950.000

39.090.000

9.860.000

25.280.000

25.280.000

18.917.500

19.521.000

19.521.000

LKjIP DLH 2020

96%

91%

96%

76%

97%

97%

100%

100%

98%



BAB IV
PENUTUP

Dalam mangemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap
organisas pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan
menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi
bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi
publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai

kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Lingkungan Hidup juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari
penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Pengukuran-pengukuran kinerja telah
dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun
pelaporan 2020, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya
untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas
Lingkungan Hidup pada tahun 2020 adalah baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab
[11, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan
pencapaian kinerja sebagal prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup
perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan
strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA)
2019, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup
bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga

pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Bagi instans di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sendiri, ini bisa berarti perlunya
peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari
penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instans di
lingkungan Dinas Lingkungan Hidup untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan
program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah
dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan sgja, namun
harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan
pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LK) benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring

dan evaluas untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.



